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Selatan, untuk selanjutnya isebut
sebagal : TERGUGAT -1l ;

e Pengadilan Negeri tersebut:

e Setelah mempelajari berkas perkara
dan surat-surat lain yang bersangkutan
dengan perkara ini;

e Setelah mempelajari bukti-bukti surat
vyang diajukan oleh para pihak di
persidangan ;
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Menimbang, bahwa pihak Penggugat
telah mengajukan gugatannya tertanggal
15 Januari 2009, yang didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 15 Januari 2009
dengan nomor perkara : 21/Pdt.G/2009/
PN.Jkt.Sel, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli
waris Drs.R] Kaptin Adisumarta (Alm)
yvyang memiliki tanah seluas +7.130 M2
vang terletak di JI. Jend.Gatot Subroto
yang dikenal umum Kavling 96 dan 97,
Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, )Jakarta
Selatan berdasarkan Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung Rl No.79PK/
PDT/1993 (Bukti P-1), Jo.Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Rl No.3619K/PDT/1988
(Bukti P-2), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No.160/PDT/1988/ PT.DKI (Bukti P-
3), Jo.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
selatan No0.202/PDT.G/1985/ PN.JKT.SEL
(Bukti P-4) vyang telah berkekuatan
hukum tetap.

2. Bahwa Penggugat berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung Rl No0.3619K/
Pdt/1988, telah mengajukan Permohonan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dengan Penetapan No.

No.202/PDT.G/1985/ PN.JKT.SEL tanggal
18 Desember 1998 atas tanah Kavling 96
dan tanah Kavling 97 seluas = 7.130 M2
sesuai dengan amar putusan atas tanah
yvang terletak di JI.Jend.Gatot Subroto kav
no 96 dan no 97, Kelurahan Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan (Bukti P-5).

3. Bahwa terhadap tanah Kavling 97
seluas = 5.280 M2, berdasarkan
Penetapan Pengadilan 'Negeri Jakarta
selatan No. 202/ PDT.G/1985/PN.JKT.SEL
tanggal 10 Maret 1999 telah dilaksanakan
Eksekusi atas tanah Kavling 97 seluas *+
3.748 M2 dengan perincian : bagian
depan tanah Kavling 97 seluas += 2.766
M2. sesuai dengan Gambar Inventarisasi
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p“t“ﬁwkaﬁ‘%)agw 6%glan belakang yang_

dikenal dengan lapangan Tenis seluas +
982 M2. sesuai dengan Gambar

Inventarisasi (Bukti P-7). yang ditegaskan
berdasarkan surat Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Selatan
No.1.711.2/5996/S/1999, yang ditujukan
kepada Ketua Pengadllan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 17 Maret 1999 (Bukti
P- 8) dengan Berita Acara Penyerahan NO0.202/
PDT.G/1985/PN.JKT.Sel tanggal 13 April

1999 (Bukti P-9), schingga eksekusi putusan Mahkamah
Agung RI terhadap tanah Kavling 97 BELUM selesai dan BELUM tuntas

pada saat tersebut.
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pums&?ﬂbaﬂwglahf‘gm%&%iﬁj tanah kavling 96

seluas * 1850 M2 berdasarkan putusan
Mahkamah Agung Rl No.3619K/PDT/1988
vang telah berkekuatan hukum tetap,
telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan
PenetaIJan No.202/PDT.G/1985/PN.JKT.SEL
tanggal 7 September 2005, setelah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
memberikan Aanmaning kepada Palang
Merah Indonesia, untuk memenuhi amar
putusan Mahkamah Agung Rl No.3619K/
PDT/1988, maka Palang Merah Indonesia
pada tanggal 03 uli 2008 telah
memenuhi amar putusan, dengan Berita
Acara Serah Terima n r Rp.
1.850.000.000,- (satu Milyard delapan
ratus lima puluh juta rupiah)(Bukti P-10).

5. Sedangkan sebagian tanah Kavling 97
seluas = 1.735 M2 tergabung dengan
tanah Kavling 96 seluas = 1850 M2
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Rl, hin | k lurahan tanah n

dikuasai %al:m? Merah Indonesia seluas +
3.585 M2 (1.735 M2+1.850 M2). maka
berdasarkan Penetapan Penﬁadilan
Negeri akarta Selatan 0.202/
PDT.G/1985/PN.JKT.Sel tanggal 7
September 2005, Palang Merah Indonesia
pada tanFEal 03 Juli 2008 telah
mengembalikan tanah milik Penggugat
seluas *= 1.735 M2 yang merupakan
sebagian tanah Kavling 97 berdasarkan
amar putusan, atas tanah yang dikuasai
Palang Merah Indonesia kepada
Penggugat dengan Berita Acara Serah
L‘eii]tga anah tanggal 3 Juli 2008 (Bukti

6. Bahwa dengan demikian maka tanah
Kavling 96 seluas += 1.850 M2 dan tanah
Kavling 97 seluas + 5.280 M2 , dengan
luas eseluruhan *=7.130 M2 vyang
terletak di JI. Jend. Gatot Subroto,
Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, yang dikenal Kavling 96 dan
Kavling 97, berdasarkan utusan
Mahkamah Agunl\? Rl No.79PK/PDT/1993
Jo, Putusan 0.3619K/PDT/1988 Jo,
Putusan No.160/PDT/1988/PT.DKI, Jo.
Putusan Pengadilan Negeri akarta
Selatan Nomor. 202/PDT.G/1985/
PN.JKT.SEL van telah rkekuatan
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7 PUtIR I RIGHE “EEPSP  tePSdbut telah selesai dan

= tuntas dilaksanakan Eksekusi.

7.Bahwa tanah milik Penggugat
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Rl No.79 PK/PDT/1993 Jo. Putusan No.
3619 K/PDT/1988 Jo.Putusan No. 160/
PDT/1988/PT.DKI Jo. Putusan No. 202/
PDT.G/1985/ PN.JKT.Sel yang telah selasai
dan tuntas dilaksanakan eksekusi
berdasarkan Penetapan No.202/
Pdt.G/1985/PN.JKT.Sel tanggal 10 Maret
1999, Jo Berita Acara Penyerahan No.202/
Pdt.G/1985/ PN.JKT.SEL tanggal 13 April
1999 seluas + 3.748 M2 dengan perincian
bagian depan Kavling 97 seluas = 2.766
M2 dan bagian belakang yang dikenal
Lapangan Tenis seluas + 982 M2, sesuai
dengan gambar inventarisasi dari BPN
Jakarta Selatan No. 1.711.2/5996/S/1999
tanggal 17 Maret 1999 seluas 2.766 M2,
ang terletak di Kav.97 Jl. Jend. Gatot
ubroto, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, Ternyata diatas Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
p“‘“%ﬁﬂ)@“ﬁ%ﬁ&&ﬂa‘&gwng telah selesai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
o PRGNSR aREh Eksekusi. tiba-tiba
=7 Muncul Penetapan Pengadilan Negeri
akarta Selatan No. 133/Pat.G/1g§U/

PN.JKT.SEL tanggal 20 Agustus 2001.

yang mendasarkan Putusan Mahkamh
A,qung RI No.618PK/Pdt/1993, dengan

alas hak dasar Eigendom Verponding

No.6177 atas nama Muara.

8. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 188/Pdt.G/1990/

PN.JKT.SEL tanggal 20 Agustus 2001

berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali
No.618PK/Pdt/1993 tersebut

bertentangan dengan asas Hukum yang

berlaku, karena tanah Kaviing 97 Ji Jend.Gatot Subroto sudah

dipenuhi _apa yang diputuskan oleh Hakim. berdasarkan

Butusan Mahkamah agung RI No.79PK/

DT/1993 Jo.Putusan No.3619K/PDT/1988
Jo.Putusan No.160/PDT/1988/PT.DKI
Jo.putusan No.202/PDT.G/1985/

PN.JKT.SEL sesuai Penetapan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No.202/
PDT.G/1985/PN.JKT.SEL tanggal 10 Maret

1999, dengan Berita acara Penyerahan
No0.202/PDT.G/1985/PN.JKT.SEL tanggal 13

April 1999, sehing?a penetapan No. 188/

Pdt. G/1990/PN. JK1. SEL tanggal 20
Agustus 2001 diatas Obvek tanah yang
telah dilaksanakan Eksekusi terlebih
dahulu bertentangan dengan hukum
yang erlaku bahwa Eksekusi atas
eksekusi tidak dapat dibenarkan. Dengan
demikian maka Penetapan No.188/
Pdt.G/1990/ PN.JKT.Sel tanggal 20
Agustus 2001, Jo. Putusan Peninjauan
Kembali No.618PK/PDT/1993 tanggal 28
Mei 1997 vatal demi hukum.

9.Bahwa tanah milik Penggugat
berdasarkan Putusan Mahkamah Agun

Rl No.79 PK/Pdt/1993 Jo.Putusan No.361

K/PDT/1988 Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta No.160/PDT/1988/PT.DKI Jo.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No0.202/PDT.G/1985/ PN.JKT.SEL
adalah tanah milik Adat airik C.388 persil
11 Blok D.Il. vang terletak di Kaviing 97
I. Jend. Gatot Subroto. Kelurahan
Mamoang Prapatan, Kecamatan
Mampang Prapatan. Jakarta Selatan.
yang telah dilaksanakan Eksekusi
berdasarkan Penetapan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan 0.202/
PDT.G/1985/PN.JKT.SEL tanggal 10 Maret
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p“‘“f@ﬂ&,h"ﬁaﬁaﬁhngag@ﬂ&a Acara Penyerahan
No0.202/PDT.G/1985/ PN.JKT.SEL tanggal
13 April 1999.

10. Bahwa tanah milik Penggugat
berdasarkan putusan Mahkamah Agung
Rl yang telah berkekuatan hukum tetap
adalah tanah milik Adat girik C.388 Persil 11_Blok P.Il vang
keabsahan kepemilikannya telah diuii dan dinilai oleh Majelis Hakim
tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat Banding. Majelis Hakim tingk

Kasasi dan Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali.
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
RI No. 79 PK/PDT/1993, Jo. Putusan
No.3619 K/ PDT/1988, Jo. Putusan No.
160/PDT/1988/PT.DKI, Jo. Putusan No.
202/PDT.G/ PN.JKT.SEL,
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P GgIHYGE Gk 1 tidak _pertu
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o PUlSH L PSiTREAY  KelibSahan  tanah  milik
=7 Penggugat, vang terletak di Kavling 97 ]l.

Venac. Gatot Subroto. Kelurahan Mampang
Prapatan. Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan..

11.Bahwa bukti-bukti Pendukun yang
menerangkan bahwa tanah Kavling 9

Kang terletak di Jl.Jend. Gatot Subroto,
elurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, adalah tanah Milik t Girik C,
No.388 Persil 11 Blok D.Ill adalah sebagai

berikut:
a. Surat Keterangan Kepala
Kelurahan Mampang rapatan, No.

587/1.755 tanggal 2 September 1999,
untuk Eermohonan sertifikat ke BPN
Jakarta Selatan. (Bukti P-12)
b. Surat Lurah Mamgang Pragatan No.
106/1.711.1 tanggal Desember_ 2001,
erihal penjelasan tambahan Risalah
emeriksaan dan Sidang Panitia “A”.
(Bukti P-13)
C. Surat Lurah Mampang Prapatan No.
13/1.713. tanggal 3 anauari 2000,
kepada Polres Jakarta Selatan, perihal
Benjelasan Girik/Surat Ketetapan Pajak
umi, C. 388 dan C. 1511.(Bukti P-14)
d. Surat Camat Mampang Prapatan,
No. 105/1.711 tanggal 30 April 2000,
kepada Polres Jakarta Selatan, perihal
Blen'elasan Akta Jual Beli No.: B/
P/627/82, No. )JB/MP/629/82, asai dari
Girik No. C.388, tanggal 31 Mei 1982.
(Bukti P-15)
e. Surat Keterangan Lurah Mampan
Prapatan No. 05/1.711.1, tanggal 3
Maret 2008. (Bukti P-16 )
f. Peta Lokasi ){ang dibuat oleh
Panitia IX tertanggal 8 Oktober 1984,
yan ditanda tangani oleh pejabat-
geia at dari Kantor Walikota Jakarta
elatan, Kantor Suku Dinas Pengawasan
Pembangunan Kota Jakarta Selatan,
Kantor Agraria )Jakarta Selatan, Kantor
Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan,
Kantor IPEDA Jakarta Selatan, Kantor
Kecamatan Mampang Prapatan dan
Kantor Lurah Mampang Prapatan, yang
menerangkan lokasi tanah Kavling no. 96
dan Kavling 97, Kelurahan mampang
Prapatan, Kecamatan Mampan
Prapatan, Jakarta Selatan, yang menjadi
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. PUUSSRER ABAYREES %Sddlah tanah girik milik

adat No. C. 388 atas nama Suhaemi bin
Ropsin (Bukti P-17 )
g. Peta Rincikan Girik dari Lurah

\_‘..'.._L‘ ;

Mampang Prapatan, Kecamatan
Mampan-gl Prapatan, Jakarta Selatan.
(Bukti P-18)

h. Surat Ukur No.

09.04.03.02.00338/1999 tanggal 28
Oktober 1999, yang diterbitkan oleh
Kantor BPN Jakarta Selatan. (Bukti P-19)

12.Bahwa dari bukti-bukti tersebut
diatas maka jelas bahwa tanah Kavling 97
Kang terletak di JI. Jend. Gatot Subroto,
elurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mamﬁang Prapatan, Jakarta
Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung Rl No.79 PK/PDT/1993, Jo. Putusan
No.3619 K/PDT/1988, Jo Putusan No.160/
PDT/1988/PT.DKI, Jo.putusan
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No.202/PDT.G/1985/PN.JKT.SEL adalah
TANAH MILIK ADAT bukan bukan tanah Eigendom Verponding
No0.6177 atas nama MUARA alias MOEARA

13.Bahwa Penggugat Perlu Jelaskan
bahwa dasar kepemilikan Tergugat |1
berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali
No.618 PK/Pdt/1993, adalah Ei%endom
Verponding No. 6177 atas nama MUARA.
sebagaimana dalam bukti Baru (novum)
vang diaiukan dalam perkara Peninjauan
Kembali kepada Mahkamah Agung RI
Bukti P-20), dengan akta Pelepasan Hak
No. 79 tanggal 21 September 1993
antara MUHAMMAD NUR AMIN Cs selaku
ahli waris Muara sebagai pemilik
Eigendom Verponding. No.6177. dengan
Laurens PMoniaoa dan Alexandar Padang
selaku Pembeli (Bukti P-21). disatu pihak
Tergugat | ( Ic. Lauren P.Moniaga) dalam
mengajukan di awai Gugatan Perkara di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam
perkara No.188/PDT.G/1990/ PN.JKT.SEL,
menggunakan al hak r ri
vang diaiukan di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Dalam Pembuktian vang
diberi Kode Bukti (P. 1V) vaitu Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah No.
1310719%3 tanggal 14 September 1983
adalah Eigendom verponding No.6177
Tertulis atas nama NJEI] RAHMA Cs dan
terletak di Kelurahan Tegal Parang,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan (Bukti P-22), dengan akta
Pengoperan / Pelepasan dan Penyerahan
Hak No.26. tangc?al 19 Desember
1989,antara Wakidi dengan Lauren
P.Moniaga.(Bukti P-23).

14.Bahwa dengan demikian maka
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.188/PDT.G/1990/PN.JKT.SEL
tanggal 20 Agustus 2001 berdasarkan
putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung RI No.618 PK/PDT/1993,
bertentangan satu sama lain dengan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 188/PDT.G/1990/ PN.JKT.SEL.,
karena Putusan Mahkamah Agung Rl No.
618 PK /PDT/1993, Tergugat I
Ameng%unakan Eigendom Verponding
No.6177 tertulis atas nama MOEARA alias
MUARA dengan akta Pelepasan Hak No.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pum%'%g&%qagffgg%&ember 1993, antara

Muhmmad Nur Amin.Cs selaku ahli waris
Muara dengan Laurens P.Moniaga dan
Alexandar Padang. Disatu pihak putusan
Pengdilan Negeri Jakarta Selatan No.188/
PDT.G/1990/ PN.JKT.SEL. edasarkan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Rl No.
3076 K/Pdt/1991, Tergugat 1
menggunakan Eigendom Verponding No.
6177 tertulis atas nama NJEI] RAHMA cs.
dan terletak di Kelurahan Tegal Parang.
Kecamatan Mampang Prapatan. Jakarta
Selatan. dengan demikian maka Putusan
Mahkamah Agung Rl No.618PK/PDT/1993
batal demi hukum.

(@

15. Bahwa sesuai jawaban keterangan
dari Kanwil BPN DKI Jakarta o.
1.711.72/1251/09/PT/2002 tanggal 3
September 2002 (Bukti P-24)
kepada Penggugat menerangkan,
bahwa berdasarkan penelitian dari
daftar Akte van Eigendomdan Midbrief
yang ada pada kami, 4(empat) lembar
fotocopi Akta Eigendom Verponding
No. 6177 a.n. OEARA dan Akta
Eigendom Verponding No. 7267 a.n.
ABDOEL RADJAB yang Saudara
lampirkan bukan merupakan produk
administrasi pertanahan kadaster
(sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tana h),
yang ada saat itu masih berlaku
overschrijvings ordonnantie Stbl.
1834 No. 27, dan bahwa sesuai
dengan data VYuridis Acta van
Eigendom Verponding tertulis atas
nama MUARA CS adalah Eigendom
Verponding No.7267 dan terletak di
Kampung Pedurenan, Karet Kuningan.
Setiabudi. Jakarta Selatan (Bukti

P-25), sedangkan Eigendom verponding No.6177 atas
nama NJEIJ RAHMA CS terletak di Kelurahan Tegal Parang.

Kecamatan Mampang Pr n. kar latan. kan terletak di
Kavling 97 J.Jend. Gatot Subroto. Kelurahan
Mampang Prapatan, Kecamatan

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

16. Bahwa bukti-bukti Pendukung yang
menerangkan bahwa Eigendom
Verpondin No.6177 tertulis atas
nama NJEIJ Rahma CS dan terletak di
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan
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Mampang Prapatan, )Jakarta Selatan
yaitu :

a. Surat Keterangan Lurah Mampang
Prapatan No.29/1/1983 tanggal 25
Oktober 1983 yang menerangkan bahwa
di seluruh wilavah Kelurahan Mampang
20 ALy Kesamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. adalat-

satupun (BUkti P-26) .

b. Surat keterangan Lurah Mampan

Tegal Parang No0.866/1755/1983 tan%ga

25 Oktober 1983 menerangkan bahwa
benar e‘iigendom Verponding No.6177
berada di Kelurahan Mampang Tegal
Parang. Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan. (Bukti P-27)

C. Peta lokasi Eigendom Verponding
No.6177 atas nama NjE_’I_j RAHMA c¢s
terletak di Kelurahan Tegal Parang.
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan. (Bukti P- 28).

d. Pada Sertifikat Hak Pakai No. 157/
Tegal Parang tanggal 23 Juni 1979; atas
nama Rudhy Rais {Ianevdlkeluarkan oleh
a.n. WALIKOTA/KD ILAYAH JAKARTA
SELATAN, Kepala Kantor Agraria, dengan
Gambar Situasi No. 1668/1984, tanggal
18-6-1984, dengan penjelasan bahwa
gambar situasi Ini dikeluarkan sebagai
genzg%anti gambar situasi tanggal
-12-1983, No.77/7063/1963.Bekas
E.6177.Seb., yang berarti letak Ilokasi
Eigendom Verponding No.6177
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terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan. (Bukti P-29).
e. Surat Ukur Tanah, Eigendom Verponding 6177 atas nama Njeij
Rachma cs, dengan tulisan tangan, dibuat di Batavia 29 Juli 1888, dari arsip
Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta. (Bukti P-30)
f. Buku / Kartu Verponding no. 6177, yang mencatat mutasi-mutasi
tanah. (Bukti P-31)

g. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: SK.361/DJA/
1985, tanggal 12-12-1985. Dalam menimbang butir f yang menyatakan bahwa
tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 6177 sebagian tersebut lokasinya
terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Wilayah
Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (Bukti P-32)

Dari bukti-bukti tersebut diatas terlihat dengan Jelas dan Sah dan Terang
bahwa Eigendom Verponding No.6177 tertulis atas nama NJEIJ RAHMA

Cs dan terletak di Kelurahan Tegal Parang. Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan.

17. Bahwa bukti-bukti Pendukung yang menerangkan bahwa Eigendom
Verponding tertulis atas nama MOEARA Cs alias MUARA cs adalah
Eigendom Verponding No.7267 dan terletak di Kampung Pedurenan,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yaitu :

a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.188-VI-1990 tanggal
18 juni 1990 dalam Menimbang Butir A menunjuk lokasi tanah partikulir Bekas
Eigendom Verponding No.7267 seluas 132 Ha tercatat atas nama Moeara Cs
alias Muara Cs yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. (Bukti P-33)

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.523/PDT.G/2001/
PN.JKT.SEL (Bukti P-34) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 245/
PDT/2003/PT.DKI (Bukti P-35) Jo. Putusan Mahkamah Agung Rl No.611K/
PDT/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap. (Bukti P-36), sebagai dasar
putusan adalah Alas Hak Eigendom verponding No.7267 atas nama Moeara Cs
yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan.

c. Silsilah ahli waris Pribumi MOEARA Cs yang menunjuk tanah Eigendom
verponding No0.7267 terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Karet
Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan.(Bukti P-37).
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d. Surat Kuasa No.104 yang dibuat
dihadapan Notaris Haji Zawir Simon, SH
tanggal 21 Desember 1977 (Bukti P-38),
untuk mengurus sebidang tanah bekas
Eigendom erpondir;(g No.7267 atas nama
Muara terletak di Kampung Pedurenan,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan.

18.Bahwa dari bukti-bukti tersebut
diatas terlihat dengan Jelas dan Sah dan
Terang bahwa Eigendom Verponding atas
nama Moeara Cs alias Muara cs adalah
Eigendom Verponding No.7267 dan terletak di
Kampung Pedurenan, Karet Kuningan Sertiabudi Jakarta Selatan
bukan Eigendom Verponding No.6177
atas nama Muara dan terletak di Kavling
97 Jl.Jend. Gatot Subroto, Kelurahan
Mampang Prapatan, Kecamatan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

19.Bahwa pada Putusan Mahkamah
Agung Rl No. 618 PK/PDT/1993, Tergugat
| menggunakan Eigendom Verponding
No.6177 atas nama Muara; dengan Akta
Pelepasan hak No.79 tanggal 21
September 1993 antara Muhamad Nur
Amin cs selaku Ahli Waris Muara dengan
Lauren P.Moniaga dan Alexandar, pisatu PHAK
utusan Pengadilan Negeri Jakarta
elatan No.188/PDT.G/1990/PN.JKT.SEL
Tergugat | menggunakan alas hak
Eigendom Verponding No.6177 atas nama
NJElJ] RAHMA Cs dengan Akta No.26
tanggal 14 September 1989, sehingga
terlihat dengan Jelas bahwa kedua alas
hak yang digunakan Tergugat | dalam
kedua Putusan ]
bertentangan satu sama lain dan sangat
diragukan keabsahannya dan oatut
diduga sebagai hasil Rekavasa Tergugat I
( Lauren P. Moniaga), karena sesuai
dengan ketentuan Kadaster dan Agraria
sewaktu Jaman Belanda, bahwa
penomoran Eigendom Verponding selalu
diberikan hanya satu nomor untuk satu
nama orang Eerwakilan, tidak mungkin
satu nomor Eigendom Verpondinﬁ juga
timbul atas nama orang lain. Oleh karena
itu Putusan Mahkamah A?.ung Rl No.
618PK/PDT/1993 batal demi hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Putusan Mahakamah Agung RI
No0.618PK/PDT/1993 yang dijadikan dasar
Tergugat | dan Tergugat |l melakukan
engikatan, Pemindahan, dan
engoperan Hak, No.70, tanggal 26
Februari 2003 yang dibuat dihadapan
Tergugat Ill masih sengketa di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara
No.443/PDT.G/2001/ PN.JKT.SEL antara
Penggugat Melawan Tergugat I( ic.
Lauren P.Moniaga), sehingga Pebuatan
Tergugat 1, tergugat 1l dan Tergugat Il
melakukan Pengikatan, pemindahan, dan
Pengoperan hak tersebut merupakan
perbuatan melawan hukum.
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21. Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il dan
Tergugat Il telah mengetahui bahwa
tanah Obyek Pengikatan, Pemindahan,
dan Pengogeran hak, No.70, tanggal 26
Februari 003 tersebut suda ada
Pengumuman Koran nasional di harian
Kompas tanggal 9 Oktober 2002 (Bukti
P-39) dan harian Kompas tanggal 18 April
2003 (Bukti P-40) vang isinva “ Obyek
tanah Jl.Jenderal Gatot Subroto Kavling
96 dan Kavling 97 masih dalam senoketa.
agar semua oihak. Aparat Pemerintah.
Peiabat Pembuat Akta Tanah dan
Khalayak Umum tidak melakukan
pemindahan hak, pencatatan atan
melakukan transaksi dalam bentuk
apapun terhada% tanah tersebut. Dengan
demikian maka Perbuatan Tergugat | dan
Tergugat Il dan Tergugat Ill melakukan
Pengikatan, Pemindahan, dan
Pengoperan Hak, No.70, tanggal 26
Februari 2003, ketika tanah masih
ﬁerlm(gketa merupakan Perbuatan Melawan
ukum.

22.Bahwa demikian jugI? Tergugat Il
(Notaris) menerbitkan Akta Pengikatan,
Pemindahan, dan Pengoperan Hak No.70,
tanggal 26 Februari 2003 berdasarkan
Penetapan No.188/Pdt.G/1990/
PN.JKT.SEL tanggal 20 Agustus 2001 Ij(o
Putusan No. 8 PK/PDT/1993, ketika
tanah masih sengketa di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dengan Register
perkara No.443/Pdt.G/2001/PN.JKT.Sel..
antara Penggugat Melawan Laurens
P.Moniaga s. (Bukti P-41) adalah

bertentangan dengan Peraturan
Perundangan vang berlaku sebagaimana
diatur alam asal 22 Peraturan

Pemerintah No. 10/1961 tentan
Pendaftaran Tanah Jo.Pasal t

huruf F Peraturan Pemerintah No.24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
vang menyatakan bahwa: Peiabat
Pembuat Akta Tanah dilarang membuat
akta apabila tanah masih dalam
sengketa. mikian | t vek
pengikatan tersebut sudah ada
Pengumuman di Harian Kompas tanggal 9
Oktober 2002 dan tanggal 18 April 2003.
dengan demikian maka Perbuatan
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Tergugat i menerbitkan Akta
Pengikatan. Pemindahan, dan

Pengoperan Hak. No.70. Tanggal 26
Februari 2003 ketika tanah masih
sengketa tersebut merupakan Perbuatan
Melawan hukum.

23. Bahwa demikian juga akta
Pengikatan, Pemindahan, dan
Pengoperan hak, No.70, tanggal 26
Februari 2003 vyang diterbitkan oleh
Tergugat IlIl ternyata Penerbitan akta
yang dilakukan Tergugat Ill tidak cermat
dan tidak teleiti dalam pembuatan akta,
dimana Akta Pengikatan tersebut oleh
Meielis Pengawas Daerah Notaris
Kotamadva Jakarta Selatan telah menguji
dan Menilai akta vang diterbitkan
Tergugat ;. ternyata akta tersebut baik
Segi formil dari pembuatan akta tersebut
tidak memenuhi r r m tan
akta vang benar. dan dari segi
substansinya, akta vang dibuat Tergugat
Il tidak Jelas antara Judul Akta dengan
isinva. (Bukti P-42) dan putusan ini
dikuatkan oleh Majelis Pengawas Wilayah
Notaris DKl Jakarta No. 01 .PTS.LM/
MPWN.DKI.JKTA/II/08 tanggal 3 Juli
2008 dengan putusannya: Menyatakan
Notaris ? ic. Tergugat IllI) kurang
cermat dalam pembuatan Akta. (Bukti
P-43). Dengan demikian maka
Penerbitan Akta Pengikatan,
Pemindahan, dan Pengoperan Hak,
No.70, tanggal 26 Februari 2003
bertentangan dengan Pasal 16 Avat(1)
huruf a Undang-Undang No.30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris yang
berbunyi: Notaris berkewajiban
bertindak iuiur, saksama, mandiri,

tidak berpihak dan menjaga
kepentigan pihak yang terkait dalam

perbuatan hukum serta ketentuan
hukum lain _yang bersangkutan.
Dengan

demikian maka Perbuatan Tergugat lll
dapat dikatagori sebagai perbuatan
melawan hukum.

24. Bahwa perbuatan/Tindakan
Tergugat 1, Tergugat Il dan Tergugat Ill
yang demikian telah melanggar Kriteria
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Perbuatan melawan hukum sebagaimana
dalam Yurisprudensi Putusan ahkmah
Agung Rl No.838K/Sip/1970 yan berbunyi:

1. Bertentangan dengan kewajiban
hukum si pelaku.

2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar Kaedah tata susila.

4. Bertentangn dengan asas-asas
kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati
yang seharusnya dimiliki seseorang
dalam hubungan dengan sesama warga
masyarakat atau terhadap harta benda
orang lain.

Dari Kriteria tersebut Para Tergugat
telah melanggar butir ke-2 dan butir
ke-4, yaitu melanggar hak subyektif
orang lain dan melanggar asas-asas
kepatutan, ketelitian dan sikap hati-
hati yang seharusnya dimiliki Para
Tergugat sehingga tidak merugikan
Penggugat.

25.Bahwa akibat Perbuatan melawan
hukum yang dilakukan Tergugat I, Il, dan
Tergugat i tersebut telah
mengakibatkan kehilangan hak tanah
milik Pen guEat , yaitu hak berdasarkan
utusan Mahkamah Agung Rl yang telah
erkekuatan hukum tetap dan telah
dilaksanakan eksekusi atas tanah Kavling
97 JI. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan dengan berita
acara Penyerahan No.202/Pdt.G/1985/
PN.JKT.SEL tang?al 13 April 1999 telah
beralih kepemilikan dari Tergugat |
menjadi tanah milik Tergugat |
berdasarkan Akta Pengikatan,
Pemindahan, dan Pengoperan Hak,
No.70, tanggal 26 Februari 2003 yang
dibuat dihadapan Tergugat Ill , maka
patut menghukum Tergugat IlIl agar
membatalkan Akta Penlgikatan,
Pemindahan, dan Pengoperan Hak No.70,
tanggal 26 Februari 2003 tersebut dan
menghukum Tergugat | dan Tergugat Il
serta siapa saja yang memperoleh hak
dari padanya untu mengembalikan
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tanah Kavlin 97 berdasarkan Berita
Acara Penyerahan No.202/ PDT.G/ 1985/
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PN.JKT.SEL tanggal 13 April 1999
kepada Penggugat dalam keadaan
Kosong dan tanpa beban apapun,
kalau perlu dengan bantuan polisi.

26. Bahwa akibat perbuatan melawan
hukum yan? dilakukan Tergugat | dan
Tergugat Il dan Tergugat IllIl telah
menimbulkan kerugian ateril dipihak
Penggugat, dimana tanah milik
Penggugat seluas *= 2.766 M2 yang
seharusna/a sudah di jual dengan harﬁ)a
Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah),
tetapi tidak terjual karena adanya
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.188/PDT.G/1990/PN.JKT.SEL
tanggal 20 Agustus 2001 dan dengan
adanya Pengikatan, Pemindahan, an
Pengoperan Hak, No. 70, tanggal 26
Februari 2003, maka [)atut menghukum
Tergugat | , Tergugat_ |l dan Tergugat Il
membayar ganti rugl secara tanggung
renteng kepada enggugat sebesar
Rp.12.000.000 X luas tanah * 2.766 M2 =
Rp.33.192.000.000,- (Tiga puluh tiga
milyard seratus sembilan puluh dua juta
rupiah).

27. Bahwa Tergugat 1, Tergugat Il dan
Tergugat lll menerbitkan Akta Pengikatan
Pemindahan, dan Pengoperan Hak No.70,
tanggal 26 Februari 2003 berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
selatan no. 188/Pdt./1990/PN.JKT.Sel
tanggal 20 Agustus 2001 Jo. Putusan
Mahkamah Agung Rl No.618PK/PDT/1993

yang menjadi dasar Tergugat I
melaporkan Penggu at di Polres Jakarta
Selatan (Bukti P- 44). Melaporkan kepada

Kepolisian dengan dasar hak yang
diragukan/ tidak absah merupakan
erbuatan melawan hukum berupa
encemaran nama baik Penggugat, yang
menimbulkan  kerugian moril bagi
penggugat yang tidak dapat dinilai
dengan uang, tetapi layak ditaksir sesuai
dengan kedudukan&)ara tergugat sebesar
Rp.. :II.1())0.000.000.0 ,»- (seratus milyard
rupiah).
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28.Bahwa mengingat dengan laporan di
Polres Jakarta Selatan berdasarkan Akta
Pengikatan Pemindahan, dan Pengogeran
Hak No.70, tanggal 26 Februari 2003 ini
telah tersebar kepada berbagai instansi,
sehingga masyarakat luas telah
mengetahuinya, maka penggugat
menuntut agar para Tergugat memasang
Iklan permintaan maaf terhada
Penggugat di 3 (tiga) media ceta
sirkulasi nasional antara lain : Harian
Kompas, Harian Suara Pembaruan, Harian
Rakyat Merdeka secara berturut-turut
dalam tiga kali Penerbitan.

29. Bahwa ada kekhawatiran
Penggugat apabila perkara ini diputus
Tergugat

I, Tergugat Il dan Tergugat Il tidak
akan memenuhi isi putusan, maka kepada
Tergugat |, Tergugat IlI, Tergugat Il
dihukum untuk membaKar uang paksa
(dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,-
( sepuluh juta rupiah) secara tanggung
renteng kepada Penggugat setiap hari
keterlambatan memenuhi isi Putusan
sejak putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap.
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30.Bahwa untuk menjamin supaya Para
Tergugat tidak mengalihkan harta benda
milik Pen?gu%?t berupa tanah Kavling 97
seluas 2.766 M2 kepada pihak lain, maka
Penggugat mohon Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Cq.Majelis Hakim
vyang memeriksa Perkara ini agar
meletakan Sita Jaminan atas tanah
Kavling 97 seluas 2.766 M2 yang terletak
di JIl. Jend. Gatot Subroto, Kelurahan
Mampang Prapatan, Kecamatan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
dengan batas -batas;

Utara !I! Jend. Gatot Subroto.

Timur : Tanah Milik Penggugat dahulu
PMI.

Selatan: Lapangan Tenis.

Barat : Universitas Paramadina.

31.Bahwa disamping itu untuk
menghindari kerugian Pen?gugat yan
lebih besar akibat mengalihkan tana
Obyek sengketa kepada Pihak lain, maka
Penggugat mohon Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini untuk meletakan
Sita Jaminan atas tanah dan Bangunan
milik Tergugat Il yang terletak di }JI.
Wiiaya Kusuma Nomor 34 RT.001/RW.001,
Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat.

32.Bahwa dimohon kepada Majelis Hakim
juga meletakan Sita Jaminan atas tanah
dan Bangunan yang ditempati dimiliki
oleh Tergugat Ill yaitu terletak di }JI.
Pan?lima Polim Raya No.3D ( Depan Blok
M Plaza) Jakarta Selatan, dan di JI. Taman
Semanan Indah N 1 no 50, Kelurahan Duri
Kosambi, Kecamatan Kalideres, Jakarta
11750. Barat.

33. Bahwa oleh karena gugatan
Penggugat ini didasarkan bukti yang
authentik, maka mohon putusan ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada banding, kasasi dan verset.

Berdasarkan hal-hal ang telah
disampaikan tersebut iatas, maka
PENGGUGAT mohon dengan hormat
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kei)ada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Cq. Majelis Hakim berkenan
memeriksa dan memutus perkara ini
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
PENGGUGAT seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli
waris dari Drs R.J. Kaptin Adisumarta
(Alm), maka menurut hukum Penggugat
berhak atas tanah seluas 2.766 M2 yang
terletak di JI. Jend. Gatot Subroto Kavling
97, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang,Jakarta Selatan.

3. Menyatakan Sah dan berharga sita
Jaminan yan%ll dilekatkan diatas tanah
seluas 2.766 M2 yang terletak di Jl.Jend.
Gatot Subroto Kavling 97,
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Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan.

4. Menyatakan sah dan berharga sita
Jaminan yang diletakan diatas tanah dan
Bangunan milik Tergugat Il yanz terletak
di Jl.Wijaya Kusuma nomor.34 RTO001/
RWO001, Kelurahan )Jati Pulo, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat.

5. Menyatakan sah dan berharga sita
Jaminan yang diletakan diatas tanah dan
Bangunan milik Tergu%at Illﬁ/an terletak
di JI. Panglima Polim Raya No.3D (Depan
Blok M Plaza) Jakarta Selatan dan di ]Il
Taman Semanan Indah N 1 no 50,
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Kalideres, Jakarta 11750. Barat.

6. Menyatakan TerFugat I, Tergugat Il
dan ergugat I telah melakukan
erbuatan Melawan hukum.

. Menyatakan Putusan Mahkamah
Agun I No.618PK/PDT/1993 tanggal 28
Mei 1997 batal demi hukum.

8. Menyatakan Akta Perikatan,
Pimindahan, dan Pengogeran Hak No.70
tangf;al 26 Februari 2003 tidak sah dan
batal demi hukum.

9. Menyatakan Penetapan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 188/
PDT.G/1990/PN.JKT.SEL tanggal 20
Agustus 2001 batal demi hukum.

10. Menghukum Tergugat | dan Tergugat
Il serta siapa saja yang mendapatkan hak
dari padanya, agar segera
men%emballkan tanah Kavling 97 seluas
2.766 M2 yang terletak di jlgend. Gatot
Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan kepada Penggugat dalam
keadaan kosong, tanpa beban apapun,
kalau perlu dengan bantuan Polisi.

11. Menghukum Tergugat 1|1 dan

Tergugat II dan Tergugat Il untuk
membayar ganti rugi ateril secara
tanggung renteng ke7pada Penggugat
akibat tanah Kavling 97 yang terletak di
Jl.Jend. Gatot ubroto, Kelurahan
Mampang Prapatan, Kecamatan

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang
tertunda penjualan yang dapat dinilai
sebesar Rp. 33.192.000.000,- (Tiga puluh
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tiga milyard seratus Sembilan puluh dua
juta rupiah)

12. Menghukum para Tergugat untuk
membayar ganti rugi immateriil secara
tanggung renteng kepada Penggugat
sebesar Rp. 100.000.000.000,- ( seratus
milyard Rupiah).

13.Menghukum Tergugat I, Tergugat Il
dan Tergugat lll untuk memasang iklan

yang ertopik “Permintaan Maaf’
sebanyak tiga kali Penerbitan ada
Harian Kompas, Harian uara
Pembaruan, arian Rakyat Merdeka

dengan ukuran 3 Kolom kali 15 cm
dengan bunyi tulisan disusun oleh
Penlagugat.

14.Menghukum Tergugat I, Tergugat Il
dan Tergugat llIl untuk membayar uang
Paksa (dwangsom) secara tanggung
renteng sebesar Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat
setiap hari
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keterlambatan memenuhi isi putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap.

15. Menyatakan putusan ini  dapat
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada banding, kasasi dan verset.

16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II
dan TERGUGAT Il untuk membayar biaya
perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari
persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang menghadap
dipersidangan Kuasa Hukumnya :
MUHAMMAD NUR, SH., Advokat/
Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan
Hukum Wawasan Nusantara, beralamat di
Jalan Ciujung No.8, Cideng Barat, Tanah
Abang Il Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26
Nopember 2008, untuk Tergugat-l datang
menghadap ke persidangan Kuasa Hukum
Ahli Waris Tergugat-l MAHARINA, SH.,
Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Lembaga Bantuan dan
Pengembangan Hukum (LBPH) KOSGORO
DKI Jakarta, berkantor di Jalan Teuku Cik
Ditiro No.34 Menteng, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
025/RP/LBPH- K/SK/I1/2010 tertanggal 24
Februari 2010 yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 11 Maret 2010,
untuk Tergugat-ll datang menghadap ke
persidangan Kuasa Hukumnya SASTRA
RASA, SH.MH., Advokat dan Penasihat
Hukum pada Kantor Hukum “SASTRA
RASA, SH.MH. & REKAN”, beralamat di JI.
Baru Pemda Cibinong - Bambu Kuning,
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Kp. Pondok Manggis, Rt.01/04 No.25 Kel/
Desa, Bojong Baru, Kec. Bojong Gede,
Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 25 Februari 2009
yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
tanggal 4 Maret 2009 dan Surat Kuasa
dari Ahli Waris Tergugat-ll tertanggal 20
Nopember 2009, untuk Tergugat-Iil
datang menghadap ke persidangan Kuasa
Hukumnya NYOMAN BERATA, SH. Advokat
pada BEA & ASSOCIATES LAW FIRM,
beralamat di Komplek Wisma Subud,
Wisma Indonesia Ruang 2, Jalan Rumah
Sakit Fatmawati No.52 Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16
Februari 2009 yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 10 Maret 2009 ;
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Menimbang, bahwa selanjutnya
Majelis Hakim telah mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang
berperkara melalui Mediator Hakim
SUNARDI, SH., namun tidak berhasil,
sehingga Gugatan Penggugat diabacakan
dipersidangan, dan Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya
tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap
gugatan Penggugat tersebut oleh pihak
para Tergugat telah mengajukan
jawabannya yang pada pokoknya masing-
masing sebagai berikut :

JAWABAN AHLI WARIS TERGUGAT -1 ;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat tidak Ilengkap /
kurang pihak ;

Gugatan Penggugat ditujkan kepada Tn.
Loren P. Moniaga/Loren Pangau Moniaga/
Laurens Moniaga, sedangkan Tn. Laurens
P. Moniaga telah meninggal dunia pada
tanggal 12 Juli 2006, sesuai (Bukti T. 1-1),
seandainya Penggugat mengajukan
gugatan kepada Ahli Warisnya karena
Tergugat-l telah meninggal dunia maka
yang harus digugat bukan saja Tergugat-
I sebagai isteri Tn. Laurens P. Moniaga
tetapi anak-anak dari (Alm) Tn. Laurens
P. Moniaga juga harus dituntut sebagai
Ahli Waris Tn. Laurens P. Moniaga yang
sah, sesuai Bukti (T.1-2) yaitu :

1. Eveline Esher Moniaga

2. Eduard Manuel Suhartono Moniaga

3. Errold Marthin Luther Moniaga
Dengan demikian gugatan Penggugat
dapat dinyatakan tidak lengkap/kurang
pihak sehingga gugatan harus ditolak
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atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-l menolak dengan
tegas dalil-dalil yang diutarakan
Penggugat kecuali apa yang diakui oleh
Tergugat-l ;

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 618 PK/
Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1997 telah
mempunyai kekuatan hukum yang pasti
(in kracht) dan Putusan Peninjauan
Kembali
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merupakan Putusan yang tertinggi/

Final sehingga tidak ada yang dapat

membatalkan Putusan tersebut;
3. Bahwa (Aim) Laurens P. Moniaga
merupakan pemilik yang sah atas tanah
kavling seluas +/- 2766 M2 yang terletak
di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan
Mampang Prapatan, Kecamatan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
4. Bahwa dengan demikian tindakan
hukum yang dilakukan oleh (Alm) Tn.
Laurens P. Moniaga dengan (Alm) Tn.
Eddy Handoyo sesuai dengan Akta
Pengikatan, Pemindahan dan Pengoperan
Hak No.70 tertanggal 26 Februari 2003
(sesuai Bukti T. 1-3) sudah tepat dan
benar sehingga tidak dapat dibatalkan
dan dapat dikatakan sah dan mempunyai
kekuatan hukum ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut
diatas, kami mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat untuk memutus

sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
e Menerima Eksepsi Tergugat-I ;
Dalam Pokok Perkara :

e Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima ;

e Menyatakan bahwa: 1. Ny. Dietje

Sampelan
2. Eveline Esther Moniaga
3. Eduard Manual Suhartono
Moniaga
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4. Errold Marthin Luther
Moniaga
Adalah Ahli Waris yang sah dari (aim)
Laurens P. Moniaga.

¢ Menyatakan sebagai hukum : (aim)
Laurens P. Moniaga merupakan pemilik
yang sah atas tanah kavling seluas +/-
2766 M2 yang terletak di JI. Jend. Gatot
Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
selatan ;
e Menyatakan Putusan Mahkamah Agung
Rl Nomor 618 PK/Pdt/1993 tertanggal 28
Mei 1997, mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (in kracht) ;
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e Menyatakan Penetapan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 188/
Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. tertanggal 20
Agustus 2001, sah dan mempunyai
kekuatan hukum ;

e Menyatakan Akta Perikatan,
Pemindahan dan Pengoperan Hak No.70
tertanggal 28 Februari 2003, sah dan
mempunyai kekuatan hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan
negeri Jakarta Selatan berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT - I ;
I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM DENGAN PERKARA
NO0.188/ PDT.G/1990/PN.JAK.SEL YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN
PE-NGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

1. Bahwa Penggugat dalam
Gugatannya antara lain mengajukan
tuntutan agar Penggugat selaku ahliwaris
almarhum DRS. R.]). KAPTIN ADISUMARTA
(selanjutnya Tergugat 1l sebut KAPTIN)
dinyatakan sebagai yang berhak atas
tanah Kav.97, Jalan Jenderal Subroto,
Jakarta Selatan (selanjutnya Tergugat II
sebut tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto), vide petitum Penggugat angka
2.

2. Bahwa tuntutan tersebut pada
pokoknya Penggugat dasarkan pada
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung R.l. No.79 PK/Pdt/1993 (P-1) jo.
Putusan Mahkamah Agung R.l. No.3619
K/Pdt/1988 (P-2) jo. Putusan Pengadilan
Tinggi DKl Jakarta No.160/Pdt/1988/
PT.DKI (P-3) jo. Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No.202/
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Pdt.G/1985/PN.Jak.Sel (P-4) berkekuatan
hukum tetap dalam perkara antara
KAPTIN selaku Penggugat, lawan BDN
dan Kawan-Kawan selaku Para Tergugat
berikut pelaksanaan/eksekusinya.

3. Bahwa jauh sebelum Penggugat
mengajukan Gugatan aquo, LAURENS P.
MONIAGA (selanjutnya Tergugat Il sebut
LAURENS) pernah mengajukan Gugatan
terhadap BDN (sekarang BANK
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MANDIRI) dengan obyek tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, terdaftar di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dibawah
No.188/Pdt.G/1990/PN. Jak.Sel.

4. Bahwa sehubungan Gugatan
LAURENS terhadap BDN tersebut, KAPTIN
mengajukan permohonan intervensi
dengan mendasarkan pada alasan bahwa
tanah Kav.97 (dan Kav.96), Jalan Jenderal
Gatot Subroto adalah milik KAPTIN.

5. Bahwa sesuai dengan Putusan Sela
No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 20
Desember 1990 (T.I-1), Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan menolak permohonan
intervensi KAPTIN pada pokoknya
berdasar atas pertimbangan hukum :

Sebelum menﬁ‘?jukan permohonan

mtervenSIterEAgar CFBE\Lan a T‘I:}gNl%g;n

ga985 aQSeI lc)lan pa a saa

ajuk

|nterven5|, perlzgr N02 2/FPdet G/ 1985/

PN ak,Sel {ul)( dala
eri sa?n tlngka asa5| ahkama

g g (i.c. perkara No.3619 K/

Pdt/1988).

6. Bahwa sedang sesuai dengan
Putusan Akhir No.188/Pdt.G/1990/PN.jJak.
Sel tanggal 23 Mei 1991 1.2, Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan mengabulkan
sebagian Gugatan LAURENS, dimana
LAURENS dinyatakan sebagal yang paling
berhak atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto dan menghukum BDN serta
siapapun yang memperoleh hak
daripadanya untuk menyerahkan tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
kepada LAURENS.
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7. Bahwa selanjutnya KAPTIN
menyatakan banding terhadap Putusan
Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
(T.I-1) dan BDN menyatakan banding
terhadap Putusan Akhir Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan (1-2).

8. Bahwa atas permohonan banding
KAPTIN dan BDN tersebut, Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan
Putusan No.311/Pdt/1991/PT.DKI tanggal
25 Juli 1991 (113 yang
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menguatkan Putusan Sela (T.I-1) dan
Putusan Akhir (T.I-2) Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

9.Bahwa selanjutnya KAPTIN dan BDN
menyatakan kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (T.1-3) dan
sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung
R.l. No.3076 K/Pdt/1991 tanggal 28
Agustus 1992 (T.I-4), permohonan kasasi
KAPTIN dinyatakan tidak dapat diterima
berdasar atas pertimbangan hukum
KAPTIN terlambat dalam mengajukan
Memori Kasasi, sedang permohonan
kasasi BDN dikabulkan dan Mahkamah
Agung R.l. membatalkan Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (T.I-3),
selanjutnya mengadili sendiri dengan
menolak Gugatan LAURENS, pada
pokoknya berdasar atas pertimbangan
hukum :

e Terhadap tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, banyak pihak vyang
mengakui sebagai pemiliknya;

e Dalam perkara No.202/Pdt.G/1985/
PN.Jak.Sel, tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto telah dinyatakan sebagai
milik KAPTIN;

e Sesuai dengan Putusan Mahkamah
Agung R.l. No.3619 K/Pdt/1988 tanggal
24 Juni 1992, Mahkamah Agung R.l. telah
mempertimbangkan secara tuntas bahwa
yang berhak atas tanah Kav.96 dan
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
adalah BDN setelah BDN membayar ganti
rugi kepada KAPTIN Rp.5.200.000.000,-

10. Bahwa LAURENS mengajukan
Permohonan Peninjauan Kembali
terhadap Putusan Mahkamah Agung R.l.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.I-4) tersebut dan sesuai dengan
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung R.l. No.618 PK/Pdt/1993 tanggal
28 Mei 1997 (T.I-5), Permohonan
Peninjauan Kembali LAURENS dikabulkan,
dimana Mahkamah Agung R.I.
membatalkan Putusan (T.I-4), selanjutnya
mengadili kembali dengan mengabulkan
sebagian Gugatan LAURENS dengan Amar
Putusan (antara lain) LAURENS
dinyatakan sebagai yang paling berhak
atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, bekas Hak
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Eigendom Verponding No.6177, luas
kurang lebih 3.500 M2 dan menghukum
BDN untuk menyerahkan tanah Kav.97,
Jalan Jenderal Gatot Subroto kepada
LAURENS sebagai pihak yang paling
berhak.

11. Bahwa dengan menunjuk :

a. Fakta yuridis bahwa jauh sebelum
Penggugat mengajukan Gugatan aquo,
dalam hal ini telah adanya Putusan Sela
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tangga; 20
Desember 1990 (T.lI-1) jo. Putusan Akhir
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 23
Mei 1991 (T.lII-2) jo. Putusan Pengadilan
Tinggi DKl Jakarta No.311/Pdt/1991/
PT.DKI tanggal 25 Juli 1991 (T.lI-3) jo.
Putusan Mahkamah Agung R.l. No.3076
K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992
(T.1I-4) jo. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.618 PK/
Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.lI-5)
berkekuatan hukum tetap yang Amarnya
antara lain menyatakan LAURENS sebagai
pihak yang paling berhak atas tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto dan
menurut ketentuan Pasal 1917 KUH
Perdata, Putusan dimaksud mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat secara
mutlak terhadap KAPTIN, karena KAPTIN
adalah pihak/partij, i.c. Penggugat
Intervensi dalam perkara yang
bersangkutan, demikianpun Putusan
dimaksud juga mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat terhadap
Penggugat yang mengaku memperoleh
hak atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto dari KAPTIN (karena
warisan), bandingkan dengan
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Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
R.l. No.212 K/Sip/1953 tanggal 9 Januari
1955 yang kaidah hukumnya menyatakan

“Putusan Pengadilan tidak hanya
mempunyai kekuatan terhadap pihak
yang kalah, tetapi juga terhadap
seseorang yang mendapatkan hak
dari pihak yang kalah itu (resht-
verkrijgende)

b. Apa yang menjadi dasar tuntutan
Penggugat (dalam Gugatan aquo) untuk
dinyatakan sebagai yang berhak atas
Kav.97, Jalan
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Jenderal Gatot Subroto, tidak Iain
adalah Putusan Peninjauan Kembali
Mahka- mah Agung R.l. No.79 PK/
Pdt/1993 (P-1) jo. Putusan Mahkamah
Agung R.l. No.3619 K/Pdt/1988 (P-2)
jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta No.160/Pdt/1988/ PT.DKI (P-3)
jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.202/Pdt.G/1985/PN.jJak.Sel
(P-4) berkekua- tan hukum tetap;

c. Putusan Pengadilan berkekuatan
hukum tetap yang menjadi dasar
pengakuan Penggugat selaku pemilik
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
tersebut pada sub b diatas, telah turut
dipertimbangkan dalam perkara No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel, mohon periksa
Putusan Mahkamah Agung R.l. No.3076
K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992,
produk T.II-4 (Putusan tingkat kasasi
dalam perkara No.188/Pdt.G/ 1990/
PN.Jak.Sel) yang menolak Gugatan
LAURENS vyang didasar- kan pada
pertimbangan hukum telah adanya
Putusan Mahkamah Agung R.l. No.3619
K/Pdt/1988 (P-2) jo. Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No.160/Pdt/1988/
PT.DKI (P-3) jo. Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No.202/
Pdt.G/1985/PN.Jak.Sel (P-4) berkekua- tan
hukum tetap, namun pada akhirnya atas
Permohonan Peninjauan Kembali yang
diajukan oleh LAURENS, Putusan
Mahkamah Agung R.l. No.3076 K/
Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.1I-3)
tersebut dibatalkan oleh Mahkamah
Agung R.l, vide Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung R.l. No.618
PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.1I-5)
dan sesuai dengan Putusan (T.II-5)
tersebut, LAURENS dinyatakan sebagai
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pihak yang paling berhak atas tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto;

sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat
NEBIS IN IDEM dengan perkara No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel yang telah
memperoleh Putusan Pengadilan
kekuatan hukum tetap, i.c. Putusan
Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal
20 Desember 1990 (T. 11-1) jo. Putusan
Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal
23 Mei 1991 (T.lI-2) jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.311/
Pdt/1991/PT.DKI tanggal 25 Juli 1991
(T.11-3) jo. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.l. No.3076 K/
Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.I1-4)
jo. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.618 PK/
Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.lI-5)
yang TELAH MEMBERI STATUS HUKUM
bahwa tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto adalah hak LAURENS, Putusan
mana sesuai dengan ketentuan Pasal
1917 KUH Perdata mempunyai kekuatan
yang mengikat secara mutlak terhadap
KAPTIN cq Penggugat selaku
ahliwarisnya, bandingkan dengan
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
R.l. No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April
1976 yang kaidah hukumnya menyatakan

‘““Ada atau tidaknya azas nebis in idem
tidak semata-mata ditentukan oleh para
pihaknya saja, melainkan terutama
bahwa obyek dari sengketa sudah diberi
status tertentu oleh Keputusan
Pengadilan Negeri yang lebih dulu ada
dan telah mempunyai kekuatan pasti dan
alasannya adalah sama”.

Penjelasan :

e BDN mengajukan Permohonan
Peninjauan Kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung R.l. No.3619 K/
Pdt/1988 (P-2) dan sesuai dengan
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung R.l. No.79 PK/Pdt/ 1993 (P-1),
Permohonan Peninjauan Kembali BDN
ditolak;

e Dengan demikian, pendukung hak
KAPTIN atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto adalah Putusan Mahkamah
Agung R.l. No.3619 K/Pdt/1988 (P-2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Apa yang menjadi pendukung hak
KAPTIN atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto tersebut, i.e. Mahkamah
Agung R.l. No.3619 K/Pdt/1988, produk
P-2 (seperti telah Tergugat Il kemukakan
diatas), telah turut dipertimbangkan
dalam perkara No.188/Pdt.G/1990/PN.
Jak.Sel, mohon periksa Putusan
Mahkamah Agung R.l. No.3076 K/Pdt/
1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.lI-4),
oleh sebab itu keberadaan Putusan
Peninjauan Kembali No.79 PK/Pdt/1993
(P-1) tidak mempu* nyai dampak
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hukum apapun terhadap Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
R.l. No.618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei
1997 (T.I1-5), karena Amar Putusan
Peninjauan Kembali No.79 PK/Pdt/1993
(P-1) hanya menolak Permohonan
Peninjauan Kembali BDN, sehingga
dalam hal ini yang berlaku dan yang
menjadi pendukung hak KAPTIN adalah
Putusan Mahkamah Agung R.l. No.3619
K/Pdt/1988 (P-2) sedang Putusan
Mahkamah Agung R.l. No.3619 K/
Pdt/1988 (P-2) tersebut telah turut
dipertimbangkan dalam perkara
No.188/ Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel.

Catatan :

Dengan memperhatikan kronologis
perkara-perkara yang berkaitan dengan
tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto aquo, dimana :

e Sewaktu LAURENS mengajukan
Gugatan terhadap BDN, semasa hidupnya
KAPTIN telah melakukan Intervensi dan
setelah perkara yang bersangkutan
memperoleh kekuatan hukum tetap yang
Amarnya antara lain menyatakan
LAURENS sebagai pihak yang paling
berhak atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, berdasar atas Putusan
berkekuatan hukum tetap mana
kemudian tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto telah dilaksanakan
eksekusi pengosongan dari penguasaan
KAPTIN untuk kemudian diserahkan
kepada Kuasa Hukum LAURENS;

e Selanjutnya KAPTIN semasa hidupnya
mengajukan Perlawanan Pihak (Partij
Verzet) terhadap eksekusi pengosongan
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tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto dan sesuai dengan Putusan
Pengadilan berkekuatan hukum tetap,
Perlawanan KAPTIN ditolak untuk
seluruhnya dan KAPTIN dinyatakan
sebagai bukan Pelawan yang benar;

e Terhadap Putusan Pengadilan
berkekuatan hukum tetap tersebut, FX
CAHYO BAROTO, BSc, MBA selaku
ahliwaris KAPTIN (yang adalah Penggugat
dalam perkara aquo) mengajukan
Permohonan Peninjauan Kembali;
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o Kini FX CAHYO BAROTO, BSc, MBA
membangun perkara baru lagi, yaitu
mengajukan Gugatan aquo;

membuktikan bahwa KAPTIN dan/atau
FX CAHYO BAROTO, BSc, MBA tidak
pernah dapat menerima kekalahannya
sekalipun kekalahannya  tersebut
berdasar hukum yang berlaku, oleh
sebab itu agar azas Nebis In Idem
dapat terlaksana dengan baik dan
demi kepastian bagi pencari Keadilan
serta demi menghindari Putusan yang
saling bertentangan dikemudian hari,
tidaklah berkelebihan jika Tergugat Il
dengan segala kerendahan hati
mohon kehadapan Yth. Majelis Hakim
kiranya dalam mempertimbangkan
Eksepsi Tergugat Il tentang Nebis In
Idem tersebut, mengacu pada SEMA
No.3/Tahun

2001 tentang “Penanganan Perkara

vyang Berkaitan Dengan Azas Nebis In

Idem”.

B. SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI DAN
MENYALAHI TERTIB BERACARA.

1. Bahwa dengan mendasarkan pada
Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel
tangga 20 Desember 1990 (T.lI-1) jo.
Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.188/Pdt.G/ 1990/PN.jJak.Sel
tanggal 23 Mei 1991 (T.l1I-2) jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.311/
Pdt/1991/PT.DKI tanggal 25 Juli 1991
(T.11-3) jo. Putusan Mahkamah Agung R.l.
No.3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus
1992 (T.lI-4) jo. Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung R.l. No.618
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PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.lI-5)
berkekuatan hukum tetap, LAURENS
dalam rangka pelaksanaan/eksekusi
Putusan dimaksud telah mengajukan
permohonan teguran/aanmaning kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dan karena setelah Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan melakukan
teguran/anmaning, ternyata teguran/
aanmaning tidak diindahkan, akhirnya
LAURENS mengajukan permohonan

pelaksanaan/eksekusi pengosongan
tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto.

2. Bahwa atas permohonan LAURENS
tersebut, Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan menebitkan Penetapan
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No. 188/Pdt.G/1990/PN.Jak. Sel tanggal
20 Agustus 2001 .6y dan berdasar
Penetapan dimaksud, Jurusita
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
ditunjuk dengan dibantu oleh 2 (dua)
orang Saksi yang memenuhi syarat
sebagaimana yang dikehendaki oleh
ketentuan Pasal 197 HIR, pada tanggal
27 September 2001 telah
melaksanakan eksekusi pengosongan
terhadap tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto yang pada waktu itu
dalam penguasaan KAPTIN dan setelah
kosong kemudian diserahkan kepada
Kuasa Hukum LAURENS, vide Berita
Acara Eksekusi Pengosongan No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 27
September 2001 (t.1-7).

3. Bahwa KAPTIN berkeberatan terhadap
eksekusi pengosongan tersebut, karena
itu kemudian mengajukan Perlawanan
Pihak (Partij Verzet), terdaftar di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dibawah No.433/Pdt.G/ 2001/PN.Jak.Sel
dengan menarik LAURENS dan BANK
MANDIRI (d/h BDN), masing-masing
selaku Terlawan I, II.

4. Bahwa dalam Perlawanan tersebut,
KAPTIN selaku Pelawan (antara Ilain)
mengajukan tuntutan agar obyek tanah
(yaitu Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto) yang dieksekusi berdasar
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan (i.c. Penetapan No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 20 Agustus
2001, produk T.lIl- 6 diatas) dinyatakan
sebagai bukan Verponding No.6177, akan
tetapi merupakan Tanah Milik Adat, Girik
C No.388, Persil 11 dan 12 Blok D.II, vide
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Petitum KAPTIN angka 12 dalam perkara
Perlawanan tersebut.

5. Bahwa sehubungan Perlawanan
KAPTIN tersebut, dalam hal ini telah lahir
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.443/Pdt.G/2001/PN.jJak.Sel
tanggal 20 Maret 2003 (rus jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.198/
Pdt/2004/PT.DKI tanggal 6 September
2004 (tu9) jo. Putusan Mahkamah Agung
R.l. No.1193 K/Pdt/2005 tanggal 14
Nopember2007 (t.i-10) berkekuatan hukum
tetap.
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(@

6.Bahwa sesuai dengan Putusan
Pengadilan (T. 11-8 jo. T.1I-9 jo. T.lI-10)
berkekuatan hukum tetap tersebut,
Perlawanan KAPTIN ditolak  untuk
seluruhnya dan KAPTIN dinyatakan
sebagai bukan Pelawan yang benar.

7.Bahwa terhadap Putusan Pengadilan
(T.11-8 jo. T.II-9 jo. T.lII-10) berkekuatan
hukum tetap tersebut, FX CAHYO
BAROTO, BSc, MBA selaku ahliwaris
almarhum KAPTIN (yang tidak lain adalah
Penggugat dalam perkara aquo),
mengajukan Permohonan Peninjauan
Kembali, vide Memori Peninjauan

Kembalinya tanggal 19 September 2008
(T.I-11).

8.Bahwa atas Permohonan Peninjauan
Kembali FX CAHYO BAROTO, BSc, MBA
tersebut, hingga saat ini Mahkamah
Agung R.l. belum menjatuhkan
Putusannya.

9.Bahwa dalam posisi Mahkamah Agung
R.l. belum menjatuhkan Putusannya atas
Permohonan Peninjauan Kembali yang ia
(FX CAHYO BAROTO, BSc, MBA) ajukan,
sekarang FX CAHYO BATORO, BSc, MBA
mengajukan Gugatan aquo dengan
tuntutan (antara lain) agar FX CAHYO
BAROTO, BSc, MBA selaku ahliwaris
almarhum KAPTIN dinyatakan sebagai
yang berhak atas tanah Kav.97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto, vide Petitum
Penggugat angka 2, sedang sesuai
dengan uraian Posita Penggugat, tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
tersebut, menurut Penggugat adalah
tanah Milik Adat, Girik C N 0.388, Persil
11 Blok D.ll, vide Posita Gugatan
Penggugat, halaman 5 angka 9.
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10.Bahwa dengan demikian, nyata
bahwa Gugatan Penggugat aquo terlalu
dini dan menyalahi tertib beracara,

karena (sekali lagi) :

a. Dalam Perkara . Perlawanann
(an

KAPTIN ara aln) men aj u
tuntuta ag tan Kav3
Jen era tot roto myata

seba ukan Ver q_on ln%’ i kan
teta merupa kan Tanah Miljk Adat, Girik
C No.388, Persil 11 dan 12 Blok D.II;

Sesual dengan Putus 'l) ﬁ?q(adllan
LTII -8 jo. T.11-97jo. T.llI- 10 er
uI(um tetap, tuntutan PTIN selaku
Pelawan
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(@

ditolak untuk selurﬂhn!a, termasuk
tuntutan a ar tana a an
e%dera %tot broto W

n m
I meru ‘Mili

ég%tloilﬂgl t%?oi)% Persil 11 dan

C. Terhadap Putusan Pengadilan (T.1I-8
jo. T.11-9 jo. T.lI-10) berkekua- tan hukum
tetap, FX CAHYO BAROTO, BSc, MBA
selaku ahliwaris KAPTIN mengajukan
Permohonan Peninjauan Kembali, vide T.
11-11;

d. Dalam kondisi Mahkamah Agung R.l.
belum menjatuhkan Putusannya
sehubungan Permohonan Peninjauan
Kembali yang diajukan oleh FX CAHYO
BAROTO, BSc, MBA, sekarang FX CAHYO
BAROTO, BSc, MBA, dalam kedudukannya
yang sama, Yyaitu selaku ahliwaris
almarhum KAPTIN, mengajukan Gugatan
aquo dan dalam Gugatan aquo (antara
lain) mengajukan tuntutan agar ia (FX
CAHYO BAROTO, BSc, MBA) selaku
ahliwaris almarhum KAPTIN dinyatakan
sebagai yang berhak atas tanah Kav.97,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, vide
Petitum Penggugat angka 2, sedang
sesuai dengan uraian Penggugat, tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
tersebut, menurut Penggugat adalah
tanah Milik Adat, Girik C No.388, Persil 11
Blok D.IlI, vide Posita Gugatan Penggugat,
halaman 5 angka 9, yang berarti tuntutan
Penggugat dalam Gugatan aquo adalah
SAMA dengan tuntutan Penggugat selaku
Pemohon Peninjauan Kembali dalam
perkara Perlawanan No.443/Pdt.G/2001/
PN. Jak.Sel, hal mana membuktikan
bahwa Gugatan Penggugat terlalu dini
dan menyalahi tertib beracara.
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11. Bahwa Gugatan Penggugat yang
terlalu dini dan menyalahi tertib beracara
tersebut, apabila dikabulkan berpotensi
menimbulkan Putusan Pengadilan yang
saling bertentangan dikemudian hari dan
pada akhirnya menimbulkan ketidak-
pastian hukum.

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT
KARENA DITUJUKAN TERHADAP LAURENS
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA.

i. Bahwa LAURENS, tempat tinggal
terakhir di Jalan E. Tantular No.7,
Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan
Curug, Tangerang, pada
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tanggal 13 Juli 2006 telah meninggal
dunia, sesuai dengan Surat Kematian
No.474.3/VIl/Kel-Bi/06 tanggal 13 Juli
2006 (ti-12 yang diterbitkan oleh Kepala
Kelurahan Bencongan Indah.

2. Bahwa dengan demikian, Gugatan
Penggugat yang Penggugat tujukan
terhadap LAURENS jelas-jelas salah
alamat, karena orang yang sudah
meninggal dunia tidaklah dapat
Penggugat mintai pertanggungan jawab
(Gugatan yang Penggugat ajukan setelah
meninggalnya  LAURENS, seharusnya
Penggugat tujukan kepada ahliwaris
almar- hum LAURENS).

D. PENGGUGAT MENGAJUKAN TUNTUTAN
YANG MELEBIHI DARI APA YANG MENJADI
HAKNYA.

1. Bahwa dari Memori Peninjauan
Kembali (T.1I-11), dapat dibuktikan bahwa
ahliwaris almarhum KAPTIN bukan hanya
FX CAHYO BAROTO, BSc, MBA, akan
tetapi masih ada yang lainnya, karena FX
CAHYO BAROTO, BSc, MBA dalam Memori
Peninjauan Kembalinya (T.1I-11)
mengemukakan :

“Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YAHYA NICOLAS TAKALAPETA, SH. 2.
MUHAMMAD NUR, SH, Pekerjaan
Advokat dari “LEMBAGA BANTUAN
HUKUM WAWASAN NUSANTARA”,
berkantor di Jalan Ciujung No.8 Cideng
Barat, Tanah Abang ll, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak untuk
mewakili FX Cahyo Baroto, BSc. MBA.,
Cs selaku para ahli waris Drs. R.).
Kaptin Adisumarta (Alm) yang
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meninggal dunia pada tanggal 7
Agustus 2005 (bukti terlampir)
beralamat di Jalan Flamboyan No.5,
Kemang Utara, Jakarta Selatan”,

vide halaman 1 Memori Peninjauan
Kembali, produk T.lI-11 (huruf tebal dari
Tergugat Il).

2. Bahwa Penggugat (FX CAHYO
BAROTO, BSc, MBA) yang adalah bukan
satu-satunya ahliwaris almarhum KAPTIN,
ternyata dalam Petitumnya menuntut
agar dinyatakan sebagai yang berhak
atas
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tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, tanpa menyebut sama sekali
ahliwaris lainnya dari almarhum KAPTIN.

3. Dengan demikian, nyata bahwa
tuntutan Penggugat melebihi dari apa
yang menjadi hak Penggugat

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK ! LASA

MERCAMBOR ABlccal =" p

MELAW UKUM AN PENCEMARAN

I!é‘%rukﬁ"‘au‘éﬁ%‘; ARIET U !

1. Bahwa Penggugat dalam Posita
Gugatannya, halaman 12 angka 21
mendalilkan bahwa Tergugat I, 1, Ill telah
melakukan perbuatan melawan hukum,
karena (menurut Penggugat), Tergugat I,
I telah membuat Akta Pengikatan
Pemindahan dan Pengoperan Hak No.70,
tanggal 26 Februari 2003 dihadapan
Tergugat Ill dengan obyek tanah Kav.97,
Jalan Jenderal Gatot Subroto yang masih
dalam sengketa.

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam
Posita Gugatannya, halaman 15 angka 27
dan 28 menguraikan :

“27. Bahwa Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat Ill menerbitkan Akta
Pengikatan Pemindahan dan
Pengoperan Hak No. 70, tanggal 26
Februari 2003 berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan no. 188/Pdt/1990/
PN. JKT. Sel tanggal 20 Agustus
2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung
RI No.618 PK/PDT/1993 yang
menjadi dasar Tergugat n
melaporkan Penggugat di Polres
Jakarta Selatan (Bukti P-44).
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Melaporkan kepada  Kepolisian
dengan dasar hak yang diragukan/
tidak absah merupakan perbuatan
melawan hukum berupa
Pencemaran nama baik Penggugat,
yang menimbulkan kerugian moril
bagi penggugat yang tidak dapat
dinilai dengan uang, tetapi layak
ditaksir sesuai dengan kedudukan
para tergugat sebesar
Rp.100.000.000.000,- (seratus
milyard rupiah).

28. Bahwa mengingat dengan laporan
di Polres Jakarta Selatan berdasarkan
Akta Pengikatan Pemindahan, dan
Pengoperan Hak No. 70 tanggal 26
Februari 2003 ini telah tersebar kepada
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=
berbagai instansi, sehingga
masyarakat luas telah

mengetahuinya, maka penggugat
menuntut agar para  Tergugat
memasang Iklan permintaan maaf
terhadap Penggugat di 3 (tiga)
media cetak sirkulasi nasional antara
lain : Harian Kompas, Harian Suara
Pemba- ruan, Harian Rakyat Merdeka
secara berturut-turut d a la m tiga
kali Penerbitan”.

3. Bahwa dengan mendasarkan Posita
Gugatan tersebut, Penggugat kemudian
dalam Petitumnya angka 6, 11, 12 dan 13
mengajukan tuntutan :

“6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat I
dan Tergugat Ill telah melakukan
perbuatan melawan hukum.

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat
Il dan Tergugat Ill untuk membayar ganti
rugi Materiil secara tanggung renteng
kepada Penggugat akibat tanah Kavling
97 yang terletak di JI. Jend. Gatot
Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan yang tertunda penjualan yang
dapat dinilai sebesar Rp. 33.192.000.000r
(Tiga puluh tiga milyard seratus Sembilan
puluh dua juta rupah).

12. Menghukum para Tergugat untuk
membayar ganti rugi immateriil secara
tanggung renteng kepada Penggugat
sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus
milyard Rupiah).

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat Ill untuk memasang iklan
yang bertopik ‘Permintaan Maaf’
sebanyak tiga kali Penerbitan pada
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Harian Kompas, Harian Suara Pembaruan,
Harian Rakyat Merdeka dengan ukuran 3
Kolom kali 15 cm dengan bunyi tulisan
disusun oleh Penggugat”.

4. Bahwa dari Posita Gugatan dan
Petitum Penggugat seperti telah
Tergugat Il kutib diatas, sangat jelas
bahwa Penggugat dalam Gugatannya
telah mencampur-adukkan tentang
perbuatan melawan hukum dengan
pencematan nama baik, padahal kedua
permasalahan tersebut diatur dalam
ketentuan hukum yang berbeda, dimana
perbuatan melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 KUH Perdata,
sedang pencemaran nama baik
diatur dalam Pasal 1372 KUH
Perdata, yang sudah barang tentu
tidak dapat/tidak boleh dicampur-
adukkan;

Tambahan :

Petitum Penggugat angka 13 juga
membuat Gugatan Penggugat tidak
jelas/kabur/obscuur libel, karena
tidak memuat bunyi tulisan yang
harus Tergugat 1, Il, Ill pasang di
iklan Harian Kompas, Harian Suara
Pembaruan, Harian Rakyat
Merdeka.

Berdasar alasan-alasan (A). Gugatan
Penggugat Nebis In Idem dengan
perkara No.188/Pdt.G/1990/PN.jJak.Sel
yang telah memperoleh Putusan
Pengadilan berkekuatan hukum tetap,

(B). Setidak-tidaknya Gugatan
Penggugat terlalu dini dan menyalahi
tertib beracara, (C). Gugatan

Penggugat salah alamat karena
ditujukan kepada LAURENS yang sudah
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meninggal dunia, (D). Penggugat
mengajukan tuntutan yang melebihi
dari apa yang menjadi haknya, dan (E).
Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/
obscuur libel karena telah mencampur-
adukkan perbuatan melawan hukum
dengan pencemaran nama baik yang
diatur dalam ketentuan hukum yang
berbeda-beda, maka Tergugat Il dengan
ini mohon kehadapan Yth. Majelis
Hakim sudi kiranya dalam memeriksa
serta mengadili perkara ini berkenan
menolak seluruh Gugatan Penggugat,
setidak-tidaknya menyatakan tidak
dapat diterima.

Il. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat II
menolak seluruh Gugatan Penggugat,
terkecuali mengenai hal-hal yang secara
tegas Tergugat Il akui dan nyata-nyata
tidak bertentangan dengan dalil-dalil
serta pendirian Tergugat Il.

2. Bahwa apa yang telah Tergugat Il
kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut,
mohon dimasukkan, setidak-tidaknya
dianggap sebagian yang tak terpisah- kan
dari Jawaban Pokok Perkara ini.
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3. Bahwa dalil Penggugat yang
menyatakan bahwa Penggugat selaku
ahliwaris almarhum KAPTIN adalah pihak
yang berhak atas tanah Kav.97, jJalan
Jenderal Gatot Subroto dengan
mendasarkan pada Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung R.l. No.79 PK/
Pdt/1992 (P-1) jo. Putusan Mahkamah
Agung R.l. No.3619 K/Pdt/1988 (P-2) jo.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No0.160/Pdt/1988/ PT.DKI (P-3) jo. Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.202/Pdt.G/1985/PN.Jak.Sel (P-4)
berkekuatan hukum tetap, vide Posita
Gugatan, halaman 2 angka 1, sama sekali
tidak benar dan harus ditolak, karena :

a. Sesuai dengan Putusan Sela
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.188/ Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 20
Desember 1990 (T.lI-1) jo. Putusan Akhir
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 23 Mei
1991 (T.II-2) jo. Putusan Pengadilan
Tinggi DKl Jakarta No.311/Pdt/1991/
PT.DKI tanggal 25 Juli 1991 (T.l1I-3) jo.
Putusan Mahkamah Agung R.l. No.3076
K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992
(T.11-4) jo. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.618 PK/
Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.1I-5)
berkekuatan hukum tetap dalam perkara
antara LAURENS selaku Penggugat, lawan
BDN selaku Tergugat dan KAPTIN selaku
Penggugat Intervensi, LAURENS
dinyatakan sebagai pihak yang paling
berhak atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto;

b. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.79 PK/Pdt/1992
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(P-1) jo. Putusan Mahkamah Agung R.l.
No.3619 K/Pdt/1988 (P-2) jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.160/
Pdt/1988/ PT.DKI (P-3) jo. Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.202/Pdt.G/1985/PN.Jak.Sel (P-4)
berkekuatan hukum tetap, dengan telah
adanya Putusan Pengadilan (T.II-1 jo.
TII-2 jo. T.II-3 jo. TII-4 jo. T.II-5)
berkekuatan hukum tetap tersebut pada
sub a diatas, sudah tidak dapat lagi
Penggugat pergunakan sebagai dasar
untuk mengakui tanah Kav.97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto sebagai miliknya,
karena :
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b. 1. Putusan Pengadilan (P-2 jo. P-3 jo.
P-4) berkekuatan hukum tetap tersebut
keberadaannya telah turut
dipertimbangkan dalam perkara No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel (mohon periksa
Putusan Mahkamah Agung R.l. No.3076
K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992,
produk T.lI-4, vyaitu Putusan dalam
perkara No.188/Pdt.G/1990/PN. Jak.Sel di
tingkat kasasi yang Amarnya menolak
Gugatan LAURENS berdasar atas
pertimbangan hukum telah adanya
Putusan Pengadilan P-2 jo. P-3 jo. P-4);

b. 2. Atas Permohonan Peninjauan
Kembali LAURENS, Putusan Mahkamah
Agung R.l. No.3076 K/Pdt/1991 tanggal 28
Agustus 1992 (T.ll-4) yang menolak
Gugatan LAURENS berdasar atas
pertimbangan hukum telah adanya
Putusan Pengadilan (P-2 jo. P-3 jo. P-4)
berkekuatan hukum tetap tersebut, telah
dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.l. dan
selanjutnya Mahkamah Agung R.l.
mengadili kembali dengan mengabulkan
Gugatan LAURENS, dimana LAURENS
dinyatakan sebagai pihak yang paling
berhak atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, hal ini adalah sesuai
dengan Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.618 PK/
Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.1I-5)
berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa seandainyapun benar (quod
non) menurut Penggugat, atas permoho-
nan KAPTIN, pelaksanaan/eksekusi atas
Putusan Pengadilan (P-2 jo. P-3 jo. P-4)
berkekuatan hukum tetap terhadap tanah
Kav.96 dan Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto telah selesai dengan tuntas
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dilaksanakan, vide Posita Penggugat,
halaman 2 s/d 5 angka 2 s/d 8, hal ini
bukan merupakan bukti bahwa :

“Eksekusipengosongan atas tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
dari penguasaan KAPTIN yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan atas
permohonan LAURENS berdasar
Penetapan Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 188/
Pdt.G/1990/PN. Jak.Sel tanggal 20
Agustus 2001 (T. 11-6) bertentangan
dengan azas hukum yang berlaku
bahwa eksekusi atas eksekusi tidak
dapat dibenarkan dan dengan demikian
Penetapan (T. 11-6)
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jo. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.618 PK/Pdt/1993
;’at;(ggal 28 Mei 1997 (T.il-5) batal demi
ukum?”,

(seperti yang Penggugat dalilkan),
karena :

a.LAURENS adalah bukan sebagai pihak/
partij dalam perkara sebagai- mana
dimaksud dalam Putusan Pengadilan (P-2
jo. P-3 jo. P-4) berkekuatan hukum tetap,
karena itu Putusan dimaksud berikut
pelaksanaannya tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat terhadap
LAURENS, c.f. ketentuan Pasal 1917 KUH
Perdata;

b.KAPTIN adalah pihak/partij dalam
perkara sebagaimana dimaksud dalam
Putusan Pengadilan (T.lI-1 jo. T.lI-2 jo.
T.II-3 jo. T.II-4 jo. T.II-5) berkekuatan
hukum tetap, yaitu selaku Penggugat
Intervensi, karena itu sesuai dengan
ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata,
Putusan Pengadilan (T.llI-1 jo. T.lI-2 jo.
T.II-3 jo. T.II-4 jo. T.II-5) berkekuatan
hukum tetap tersebut mempunyai
kekuatan yang mengikat terhadap
KAPTIN dan dengan demikian Penetapan
(T. lI- 6) yang diterbitkan oleh Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
berdasar Putusan Pengadilan (T.lI-1 jo.
TIl-2 jo. T.II-3 jo. TII- 4 jo. T.II-5)
berkekuatan hukum tetap dan eksekusi
pengosongan yang dilaksanakan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan berdasar Penetapan dimaksud,
jelas tidak bertentangan dengan azas
hukum yang berlaku;
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c.Lebih dari itu :

c. 1. Seperti telah Tergugat ]
kemukakan diatas, keberadaan Putusan
Pengadilan (P-2 jo. P-3 jo. P-4)
berkekuatan hukum tetap, telah turut
dipertimbangkan dalam pemeriksaan
perkara No.188/Pdt.G/ 1990/PN.jJak.Sel di
tingkat kasasi dan dipergunakan sebagai
dasar Mahkamah Agung R.l. untuk
menolak Gugatan LAURENS (mohon
periksa Putusan Mahkamah Agung R.l
No.3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus
1992, produk T.llI-4), namun ternyata
kemudian atas Permohonan Peninjauan
Kembali yang diajukan oleh LAURENS,
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Putusan Mahkamah Agung R.l. (T.
11-4) tersebut dibatalkan oleh
Mahkamah Agung R.l. melalui
Putusan Peninjauan Kembali
No.618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei
1997 (T.1I-5) berkekuatan hukum
tetap dan sesuai dengan Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung R.l. (T.11-5) tersebut,
LAURENS dinyatakan sebagai pihak
yang paling berhak atas tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto;

c. 2. Sesuai dengan Putusan Pengadilan
(T.11-8 jo. T.II-9 jo. T.1II-10) berkekuatan
hukum tetap tersebut, Perlawanan
KAPTIN terhadap eksekusi pengosongan
tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto yang dilaksanakan berdasar
Penetapan (T.11-6), ditolak untuk
seluruhnya dan KAPTIN dinyatakan
sebagai bukan Pelawan yang benar;

hal tersebut memperkuat pembuktian
bahwa dalil Penggugat yang pada
pokoknya menyatakan :

“Eksekusi pengosongan atas tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
dari penguasaan KAPTIN yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan atas
permohonan LAURENS berdasar
Penetapan Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 188/
Pdt.G/1990/PN. Jak.Sel tanggal 20
Agustus 2001 (T.lI-6) bertentangan
dengan azas hukum yang berlaku
bahwa eksekusi atas eksekusi tidak
dapat dibenarkan dan dengan
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demikian Penetapan (T.1I-6) jo.
Putusan Peninja- uan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.618 PK/
Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.1I-5)
batal demi hukum?”,

sama sekali tidak benar/tidak
berdasar hukum dan harus ditolak.

5. Bahwa berdasar alasan-alasan
tersebut pada angka 4 sub a, b dan c
diatas, dalil Penggugat tersebut dalam
Posita Gugatan, halaman 2 s/d 5 angka 2
s/d 8, haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil Penggugat yang pada
pokoknya menyatakan bahwa tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto,
adalah tanah Milik Adat, Girik C No.388,
Persil 11 Blok D.Il dan bukan tanah bekas
Eigendom

Verponding No.6177 atas nama Moeara,
vide Posita Gugatan Penggugat,
halaman 5 s/d 12, angka 9 s/d 19, tidak
berdasar dan haruslah ditolak, karena :

a.Yang menjadi dasar Penggugat
mendalilkan bahwa tanah Kav.97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto, adalah tanah
Milik Adat, Girik C No.388, Persil 11 Blok
D.II, tidak lain adalah Putusan
Pengadilan (P- 1 jo. P-2 jo. P-3 jo. P-4),
dimana menurut ketentuan Pasal 1917
KUH Perdata, Putusan dimaksud tidak
mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat terhadap LAURENS, karena
LAURENS bukan sebagai pihak/partij
dalam perkara yang bersangkutan;

b. Seperti telah Tergugat Il kemukakan
diatas, Putusan Pengadilan (P-2 jo. P-3
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jo. P-4) berkekuatan hukum tetap
tersebut, telah turut dipertim- bangkan
dalam pemeriksaan perkara No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel di tingkat kasasi
dan dipergunakan sebagai dasar
Mahkamah Agung R.l. untuk menolak
Gugatan LAURENS (mohon periksa
Putusan Mahkamah Agung R.l. No.3076
K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992,
produk T.11-4), namun ternyata kemudian
atas Permohonan Peninjauan Kembali
yang diajukan oleh LAURENS, Putusan
Mahkamah Agung R.l. (T.lI-4) tersebut
dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.l.
melalui Putusan Peninjauan Kembali No.
No.618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997
(T.1II-5) berkeku- atan hukum tetap dan
sesuai dengan Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung R.l. (T.II-5)
tersebut, LAURENS dinyatakan sebagai
pihak yang paling berhak atas tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto;

c.Dengan demikian, dengan
mendasarkan pada apa yang telah
Tergugat Il kemukakan pada sub a dan
b diatas, Putusan Pengadilan (P-2 jo. P-3
jo. P-4) berkekuatan hukum tetap sudah
tidak dapat Penggugat pergunakan
sebagai dasar untuk mendalilkan bahwa
tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto adalah tanah Milik Adat, Girik C
No.388, Persil 11 Blok D.ll, sedang
sesuai dengan Putusan Pengadilan
(T.II-1 jo. T.II-2 jo. T.II-3 jo. T.lI-4 jo.
T.1I-5), yang menurut ketentuan Pasal
1917 KUH Perdata mempunyai kekuatan
mengikat terhadap KAPTIN (karena
KAPTIN adalah Penggugat Intervensi
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dalam perkara vyang bersangkutan)
dapat Tergugat |l buktikan bahwa
LAURENS adalah pihak vyang paling
berhak atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto;

d. Bukti-bukti (P-12 s/d P-38), berdasar
atas bukti-bukti mana Penggugat
mencoba mendalilkan bahwa tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
adalah tanah Milik Adat, Girik C No.388,
Persil 11 Blok D.lIl dan bukan tanah
Eigendom Verponding No.6177 atas
nama MOEARA, harus dikesampingkan,
karena :

d. 1. Putusan Pengadilan (T.II-1 jo.
T.II-2 jo. T.I-3 jo. T.lI-4 jo. T.II-5)
berkekuatan hukum tetap dalam
perkara antara LAURENS selaku
Penggugat, lawan BDN selaku Tergugat
dan KAPTIN selaku Penggugat
Intervensi, yang menurut ketentuan
Pasal 1917 KUH Perdata mempunyai
kekuatan yang mengikat terhadap
KAPTIN, TELAH MEMBERI STATUS HUKUM
terhadap tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, yaitu sebagai tanah
Eigendom Verponding No.6177 atas
nama MOEARA, dimana LAURENS
dinyatakan sebagai pihak yang paling
berhak;

d. 2. Karena itu, Penggugat yang
adalah ahliwaris almarhum KAPTIN
melalui upaya hukum Gugatan aquo tidak
berhak untuk mendalilkan bahwa “tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
adalah tanah Milik Adat, Girik C No.388,
Persil 11 Blok D.ll dan bukan tanah bekas
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Eigendom Verponding No.6177 atas nama
Moeara” dengan mendasarkan pada
bukti-bukti P-12 s/d P-38, sedang
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dengan memperhatikan telah adanya
Putusan Pengadilan (T.1I-1 jo. T.lI-2 jo.
T.II-3 jo. T.lII-4 jo. T.II-5) berkekuatan
hukum tetap, jelas akan sependapat
dengan Tergugat |IlI, vyaitu bahwa
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak
berwenang untuk mempertimbangkan
bukti-bukti P-12 s/d P-38 yang menjadi
dasar Gugatan Penggugat tersebut,
karena akan melampaui batas
wewenangnya;
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d. 3. Apalagi bukti-bukti yang sama
dengan bukti-bukti P-12 s/d P- 38
tersebut, saat ini sedang Penggugat
pergunakan untuk mengajukan
Permohonan Peninjauan Kembali
terhadap Putusan Pengadilan (T.1I-8 jo.
T.II-9 jo. T.1II-10) berkekuatan hukum
tetap yang menolak Perlawanan KAPTIN
terhadap pelaksanaan/ eksekusi atas
Putusan Pengadilan (T. 1-1 jo. T.I-2 jo.
T.II-3 jo. T.II-4 jo. T.lI-5) berkekuatan
hukum tetap (mohon periksa Memori
Peninjauan Kembali Penggugat selaku
Pemohon Peninjauan Kembali dalam
perkara No.443/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel,
produk T.lI-11), oleh sebab itu dalam
perkara aquo, bukti-bukti P-12 s/d P-38
tersebut harus dikesampingkan, sebab
apabila dipertimbangkan berpotensi
menimbulkan Putusan yang saling
bertentangan dikemudian hari.

7. Bahwa dalil Penggugat yang
menyatakan bahwa “Tergugat I
(LAURENS), Tergugat Il dan Tergugat I
telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan Penggugat”, yang
pada pokoknya Penggugat dasarkan
pada alasan ‘‘karena Tergugat | dan
Tergugat Il telah membuat Akte
PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGORAN HAK No.70 tanggal 26
Februari 2003 dengan obyek tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
dihadapan Tergugat Ill pada saat tanah
Kav.97 masih dalam status sengketa”,
vide Posita Penggugat, halaman 12 s/d
15, angka 20 s/d 26, tidak berdasar dan
haruslah ditolak, karena :
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a. Pada saat Akte PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK
No.70 tanggal 26 Februari 2003 dibuat :

a. 1. Pada waktu itu telah ada Putusan
Pengadilan (T.lI-1 jo. T.lI-2 jo. T.lI-3 jo.
T.11-4 jo. T.11-5) berkekuatan hukum tetap
dalam perkara antara LAURENS selaku
Penggugat, lawan BDN selaku Tergugat
dan KAPTIN selaku Penggugat Intervensi
dengan obyek tanah Kav.97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto, dimana menurut
Putusan Pengadilan berkekuatan hukum
tetap tersebut, LAURENS dinyatakan
sebagai pihak yang paling berhak atas
tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto;

a. 2. Pada waktu itu tanah Kav.97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto sudah dalam
penguasaan LAURENS, asai penyerahan
dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, yang berdasar Penetapan
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan (T.lI-6) telah melaksanakan
Putusan Pengadilan (T.II-1 jo. T.lI-2 jo.
T.II-3 jo. T.II-4 jo. T.lI-5) berkekuatan
hukum tetap, i.c. mengosongkan Kav.97,
Jalan Jenderal Gatot Subroto yang pada
waktu itu dalam penguasaan KAPTIN,
selanjutnya setelah kosong
menyerahkannya kepada Kuasa Hukum
LAURENS, vide Berita Acara Eksekusi
Pengosongan No.188/Pdt.G/ 1990/
PN.Jak.Sel tanggal 27 September 2001
(T.11-7).

a.3. Pada waktu itu telah ada
pengangkatan/pencabutan Sita Jaminan
atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
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Subroto oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, vide Berita Acara
Pengangkatan/ Pencabutan Sita Jaminan
No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 12
Oktober 2001 (T.Il- 13), dimana atas
permohonan LAURENS, Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah
memerintahkan Jurusita untuk
mengangkat/mencabut Sita Jaminan atas
tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto yang semula diletakkan atas
permohonan LAURENS selaku Penggugat
dalam perkara No.188/Pdt. G/1990/
PN.Jak.Sel;

a. 4. Pada waktu itu sudah ada Surat
Ukur No.00379/2001 tanggal 29
Nopember 2001 (T.11-14) yang
diterbitkan oleh Kepala Seksi
Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah
Kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas
tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto;

yang kesemuanya itu membuktikan
bahwa pada saat Akte PENGIKA- TAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK
No.70 dibuat tanggal 26 Februari 2003
antara LAURENS (Tergugat 1) dan
Tergugat 11 dihadapan Tergugat III,
sengketa antara LAURENS selaku
Penggugat, lawan BDN selaku Tergugat
dan KAPTIN selaku Penggugat
Intervensi dengan obyek tanah Kav.97,
Jalan Jenderal Gatot Subroto telah
selesai secara tuntas, karena telah
memperoleh Putusan Pengadilan (T.1I-1
jo. T.lII-2 jo. T.l1-3 jo. T.lI-4 jo. T.1I-5)
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berkekuatan hukum tetap, dimana
LAURENS dinyatakan sebagai pihak
yang paling berhak atas tanah Kav.97,
Jalan Jenderal Gatot Subroto dan
Putusan dimaksud telah dilaksanakan
oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, berdasar atas pelaksanaan
Putusan mana, tanah Kav.97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto sudah dalam
penguasaan LAURENS;

b. Perkara Perlawanan No.443/
Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel yang diajukan
oleh KAPTIN, demikianpun Pengumuman
termuat dalam Harian Kompas (P-39 dan
P-40) yang dibuat oleh KAPTIN yang
mengumumkan tentang adanya perkara
Perlawanan tersebut, menurut hukum
tidak menjadi pengha- Iang Dbagi
LAURENS untuk menjalankan hak-haknya
atas tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, i.c. membuat Akte PENGIKATAN
PEMINDA- HAN DAN PENGOPERAN HAK
No.70 tanggal 26 Februari 2003 dengan
Tergugat Il dihadapan Tergugat III,
karena :

b. 1. Sehubungan dengan Perlawanan
Pihak (Partij Verzet) yang diajukan oleh
KAPTIN tersebut, dalam hal ini Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tidak pernah menerbitkan Penetapan
tentang penundaan eksekusi;

b. 2. Karena itu sesuai dengan
ketentuan Pasal 207 ayat (1) HIR yang
berbunyi :

“Perlawanan tidak mencegah atau
menunda menjalankan putusan,
kecuali Ketua sudah memberi
perintah supaya hal itu ditunda
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dengan menantikan putusan
Pengadilan Negeri"

jelaslah LAURENS berhak untuk
menjalankan hak-haknya atas tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, i.c. membuat Akte
PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK No.70 tanggal 26
Februari 2003 dengan Tergugat Il
dihadapan Tergugat IllI;

c. Pada saat Penggugat mengajukan
Gugatan aquo (yang antara lain)
mempermasalahkan keabsahan Akte
PENGIKATAN PEMINDAHAN

DAN PENGOPERAN HAK No.70
tanggal 26 Februari 2003 berdasar
alasan :

“Pada saatAkte tersebut dibuat,
obyeknya, i.c. tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Sudirman, masih dalam sengketa perkara
Perlawanan No.443/ Pdt. G/2001/PN.jak.
Sel”,

ternyata pula dari perkembangan
yang ada, sesuai dengan Putusan
Pengadilan (T.1I-8 jo. T.lI-9 jo. T.1I-10)
berkekuatan hukum tetap,
Perlawanan KAPTIN terhadap
pelaksanaan/eksekusi atas Putusan
Pengadilan (T.I-1 jo. T.I-2 jo. T.lI-3 jo.
T.II-4 jo. T.1I-5) berkekuatan hukum
tetap, telah ditolak untuk
seluruhnya, oleh sebab itu menurut
hukum adanya perkara Perlawanan
tersebut, sudah tidak relevant lagi
untuk Penggugat pergunakan
sebagai dasar mengajukan Gugatan
aquo dengan tuntutan agar Akte
PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK No.70 tanggal 26
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Februari 2003 dinyatakan tidak sah
dan batal demi hukum, agar
Tergugat I, 11, lll dinyatakan telah
melakukan perbuatan melawan
hukum, agar Tergugat I, 1II, 1l
dihukum secara tanggung renteng
membayar ganti rugi materiil
Rp.33.192.000.000,- ganti rugi
immateriil Rp. 100.000.000.000,-
(yagn nota bene juga tidak disertai
bukti-bukti nyata, dari mana asai
jumlah ganti rugi tersebut) dan agar
Tergugat I, Il, Ill dihukum memasang
Iklan dengan topik permintaan maaf
sebanyak 3 (tiga) kali di Harian
Kompas, Suara Pembaruan dan
Rakyat Merdeka;

d. Akte PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK No.70 tanggal 26
Februari 2003 tersebut dibuat oleh
Tergugat |I1ll bukan dalam kedudukan
Tergugat lll selaku Pejabat Pembuat Akte
Tanah, karena itu Pasal 22 PP No. 10/1961
jo. Pasal 39 ayat (1) huruf f PP No.24/
Tahun 1997 (seperti yang Penggugat
kemukakan dalam Posita Gugatan,
halaman 12 dan 13, angka 22) harus
dikesampingkan dan tidak dapat
diterapkan terhadap Akte PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK
No.70 tanggal 26 Februari 2003;

e. Penggugat dalam mendalilkan
bahwa “Tergugat Ill dalam membuat Akte
PENGIKA TAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK No. 70 tanggal 26
Februari 2003 tidak cermat dan tidak teliti”
dasarnya
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adalah Putusan Majelis Pengawas
Daerah Notaris Kotamadya Jakarta
Selatan (P-42) jo. Putusan Majelis
Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
(P-43);

Catatan :

Sehubungan laporan Penggugat
kepada Majelis Pengawas Notaris,
dalam hal ini yang berlaku adalah
Putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris DKI Jakarta (P-43), karena
Putusan Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kotamadya Jakarta Selatan
(P-42) sifatnya hanya memberikan

reko- mendasi kepada Majelis
Pengawas Wilayah Notaris DKI
Jakarta;

Sesuai dengan Amar Putusan Majelis
Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
(P-43), Tergugat i hanyalah
dinyatakan kurang cermat (bukan
tidak cermat dan tidak teliti seperti
yang Penggugat dalilkan) dalam
membuat Akte PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK
No.70 tanggal 26 Februari 2003,
sedang yang menjadi dasar Putusan
Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI
Jakarta (P-43) mempertimbangkan
bahwa Tergugat Ill dalam membuat
Akte PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK No.70 tanggal 26
Februari 2003 kurang cermat pada
pokoknya hanyalah karena adanya
pertentangan antara Judul Akta
dengan Isi Akta, dimana Aktanya
berjudul PENGIKATAN PEMINDAHAN
DAN PENGOPERAN HAK, sedang isi
Akta memuat perpindahan hak atas
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tanah Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto dari Tergugat | kepada dan
menjadi hak/milik Tergugat |
terhitung sejak tanggal Akta dibuat
dan sekali-kali bukan karena tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot Subroto
yang menjadi obyek Akte PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK
No.70 tanggal 26 Februari 2003 masih
dalam status sengketa;

Sebelum Akte PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK
No.70 dibuat tanggal 26 Februari
2003, Tergugat Il telah membayar
lunas harga tanah Kav.97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto . kepada
Tergugat 1, vide Akte Pernyataan
Pengambilan Uang No.45 tanggal 30
Januari 2003 (155 dan  dengan
demikian perpindahan
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hak atas tanah tersebut dari
Tergugat | kepada dan menjadi hak/
milik Tergugat Il terhitung sejak
tanggal Akta tersebut dibuat,
adalah sejalan dengan telah adanya
pembayaran lunas ganti rugi tanah
Kav.97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, yang merupakan bukti
bahwa secara materiil Tergugat II
telah menjadi pemilik tanah Kav.97,
Jalan Jenderal Gatot Subroto;

Akta dibuat dengan judul
PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK, alasan satu-
satunya hanyalah karena Tergugat
| pada waktu itu belum siap dengan
keuangan untuk membayar BPHTB;

Oleh sebab itu kalaupun menurut
Putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris DKI Jakarta (P-43), Tergugat Ill
dinyatakan kurang cermat dalam
membuat Akta PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK
No.70 tanggal 26 Februari 2003
tersebut, maka Putusan Majelis
Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
(P-43) tersebut jelas tidak dapat
Penggugat pergunakan sebagai dasar
untuk menuntut pembatalan Akta
PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK No.70 tanggal 26
Februari 2003, karena
permasalahannya hanyalah
menyangkut hal-hal yang Dbersifat
formal belaka, hal ini terbukti juga dari
Putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris DKI Jakarta (P-43) yang tidak
mengabulkan tuntutan Penggugat
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selaku Pelapor agar Akta tersebut
dibatalkan.

8. Bahwa dalil Penggugat yang pada
pokoknya menyatakan :

o Tergugat 1l dengan mendasarkan
pada Akta PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK No.70 tanggal 26
Februari 2003 (yang Tergugat Il buat
dengan Tergugat | dihadapan Tergugat Il
secara tidak sah), telah melaporkan
Penggugat ke Polres Metro Jakarta Selatan
dan bahwa laporan Tergugat Il tersebut
telah menyebar ke berbagai Instansi
sehingga masyarakat luas mengetahuinya;

. Dengan demikian Tergugat Il dan
Tergugat I, Ill telah melakukan perbuatan
melawan hukum yang menimbulkan
kerugian moril, karena itu Penggugat
menuntut agar Tergugat 1, II, 1ll dihukum
secara tanggung renteng membayar ganti
rugi moril Rp.100.000.000.000,- dan
memasang iklan permintaan maaf kepada
Penggugat di 3 (tiga) Media Cetak sirkulasi
Nasional, antara Ilain Harian Kompas,
Harian Suara Pembaruan, Harian Rakyat
Merdeka secara perturut-turut dalam 3
(tiga) kaii penerbitan;
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(@

telah mer}femﬁrkan nama baik
atau memfitnah Penggugat;
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terhitung sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, haruslah

gltOI , setidak-tidaknya  dinyatakan tidak dapat

? karena selain seluruh Pogita Gu a‘(n tidak berdasar,
juga karena tﬂntutan enggugat angka 1 merug an tuntutan yang

apabila dikabulkan, dapat dieksekusi secara riil dan tuntutan Penggugat
angka 11 dan 12 tentang pembayaran uang, yang kesemuanya itu

tldak darpat diikuti dengan tuntutan
tambaha berupa uang paksa, bandingkan dengan :
. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.307 K/Sip/1976 tanggal 7

Desember 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan

”Tuntutan kan u?n aksa harus

difakza ol ifl 6
sana engan e USI rii Ia
putusan ersangkutan

?’3 ﬁcgbvbal l‘(ﬁiguatan hukum tetap

e Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari
1973 yang kaidah hukumnya
menyatakan :

k d tidak
llla e?'hg?Iap( Mt{ﬂwn askoa'n) u:’wtak
mem ayar uang”.

b. Tuntutan Penggugat agar tanah obyek
sengketa (tanah Kav.97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto), tanah dan bangunan milik
Tergugat I, Il, 11l diletakkan Sita Jaminan,
haruslah ditolak, setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima, karena
selain seluruh Posita Gugatan tidak
berdasar, juga karena Penggugat dalam
Gugatannya tidak menyertakan
pembuktian bahwa sehubungan Gugatan
Penggugat aquo, Tergugat Il berupaya
mengasingkan tanah obyek sengketa dan
Tergugat I, 11, 1ll berupaya mengasingkan
harta miliknya;

c.Tuntutan Penggugat agar Putusan
dalam perkara aquo dinyatakan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun
ada Banding, Kasasi dan Verzet, haruslah
ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima, karena selain seluruh
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Posita Gugatan tidak berdasar, juga
karena permohonan Putusan yang dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun
ada Banding, Kasasi dan Verzet tersebut
tidak Penggugat dasarkan pada hal-hal
seperti diatur pada angka 4 SEMA No.3/
Tahun 2000, teristimewa angka 4 huruf f,
dimana sekalipun Penggugat dalam
mengajukan Gugatan aquo Penggugat
dasarkan pada Putusan Pengadilan (P-1
jo. P-2 jo. P-3 jo. P-4) berkekuatan
hukum tetap, akan tetapi dengan
bukti lawan yang Tergugat Il ajukan,
berupa Putusan Pengadilan (T.II-1 jo.
T.II-2 jo. T.II-3 jo. T.lI-4 jo. T.lI- 5) dan
(T.11-8 jo. T.11-9 jo. T.11-10) berkekuatan
hukum tetap, Putusan Pengadilan
(P-1 jo. P-2 jo. P-3 jo. P-4)
berkekuatan hukum tetap vyang
Penggugat jadikan dasar mengajukan
Gugatan aquo, sudah tidak dapat lagi
Penggugat pergunakan sebagai dasar
untuk mengclaim tanah obyek
sengketa, i.c. tanah Kav.97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto sebagai
miliknya, karena kekuatan Putusan
Pengadilan (P-1 jo. P-2 jo. P-3 jo. P-4)
telah dilumpuhkan oleh Putusan
Pengadilan (T.lI-1 jo. T.1I-2 jo. T.lI-3 jo.
T.lII-4 jo. T.1I-5) dan (T.II-8 jo. T.II-9 jo.
T.lI- 10) berkekuatan hukum tetap
yang menurut ketentuan Pasal 1917
KUH Perdata mempunyai kekuatan
mengikat terhadap KAPTIN dan/atau
Penggugat selaku ahliwaris KAPTIN.

Berdasar alasan-alasan seperti telah
Tergugat Il kemukakan diatas, dengan ini
Tergugat Il mohon kehadapan Yth. Majelis
Hakim sudi kiranya dalam memeriksa serta
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mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkah Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.
1. Menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat II;

2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat,
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat
diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat,
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat
diterima.

2. Menghukum Penggugat membayar
biaya perkara.

JAWABAN TERGUGAT - Il :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT lil TIDAK MEMILIKI DASAR
HUKUM DAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).
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wa Tergugat Ill dalam kedudukan

elaku Notaris ada Iah bukan seba "PI
aI KATAN PEMINDA AN
PENGOPERAN HAK Nomor: 70 _tanggal 2
Februari 2003, melainkan Tergugat Il
hanyalah mencatat apa yan erqugat
dan® Tergugat Il emukakan epada
Tergugat 1ll"dengan tiada kewal(ban bagi
Tergugat Il untak menyelidiki kebenaran
materiil dari apa yang Tergugat | dan
Ter ugat 1l kemukakan_Kepada Tergugat i,
apalagi_hal tersebut didasari oleh Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum  tetap. Oleh _karenya
Pengqugat tidak berhak menarik Tergugat
III sea u Tergugat dalam Perkara aquo,
g disertai al macam
funtu an yang dltu1u an epada Tergugat
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2.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas
lelas gugatan Penggugat kepada Ter tgugat
1 isertai dengan tuntutan ganti rugi
sama sekall tidak memilik dasar hukum an
salah alamat (error in_ persona), maka
sudah sepatutnya apabila Majells Hakim
menolak gugatan Peng q:é; untuk
seluruh nx atau k-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat deterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat, menggugat Tergugat
Il dengan tuntu an-tuntutan
khuSusnya yang-----========sseemnmemacanaam-"
erkaitan engan Tergugat 1Ill), agar
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:---

a. Melakukan Sita Jaminan dan
menyatakan sah dan berharqa Sita Jaminan
atas tanah dan b anlgunan milik Tergugat I,
masmg masmﬁ terletak di jalan lima
Polim "Raya, Nomor: 3-D, Jakarta Selatan
dan di jalan Taman Semanan_Indah N 1
Nomor: = 50, Kelurahan Duri Kosambi,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;-------

b. Men¥_ atakan Tergu at Ill bersama-sama
e

dengan rguqgat | d erqugat

I, “telah me akukan perbuatan melawan
hukum, ------------------------------------------------
C. Menxatakan akta PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK
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Nomor: 70 tanggal 26 Pebruari 2003, tidak
sah dan batal demi hukum;---=======ceaceeuu-

d. Menghukum Tergugat Ill bersama-sama
dengan Tergugat | dan Tergugat Il secara
tanggung ren enﬂ membayar ganti rugi
mafteriil sebesar Rp. 33.192.000:000,- dan
ﬂantl ruqgi immateriil sebesar
p.100.000.000.000,-;

e. Menghukum Tergugat lll bersama-sama
dengan = Tergugat ~ I~ dan _ Tergugat II
memasang iklan %an .bertopik permintaan
maaf sebanyak iga) Kkali _penerbitan
ada Harian Kompas, _Harian_ _ Suara
embaruan dan_ Harian Rakyat Merdeka

dengan ukuran 3 kolom kali 15 cm dengan
bunyi tulisan yang disusun oleh Penggugat;
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f. Menghukum Tergugat Ill bersama-sama
dengan "Tergugat | dan Tergugat Il secara
tanggung renteng membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-
setiap™ hari keterlambatan memenuhi isi
Putusan sejak Putusan mempunyai
kekuatan hukum tetap;-------=======ceccecuaaas

g. Menghukum Tergugat Ill bersama-sama
engan Tergugat_ | dan"Tergugat
I "membayar biaya perkara;--------=-=-=----

-Berdasarkan dalil-dalil seperti
Penggugat_  kemukakan dalam gugatan
halaman 12 sampai dengan halaman 16,
butir 20 sampai dengan butir 29.

Bahwa Penggugat Il menolak seluruh
dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengadl
dasar Periggugat menggugat” Tergugat Ill
dan mengajukan tuntutan- tuntutan seperti
tersebut™ pada hurup a.  sampai dengan
hurup g %g?lf‘a_\c“ 1 diatas, terkecuali

mengenal ] yang secara tegas
Tergugat 1l akui dan tidak bertentangan
dengan pendirian Tergugat_Ill, berdasar
alasan-alasan seperti Tergugat [
kemukakan dibawah
T

3. Bahwa tidak nar pada saat Terl'&l\.l_l%t
1] membuat akta PENGI N
PEMINDAHAN DAN _ PENGOPERAN HAK
Nomor: 70 tanggal 26 Pebruari 2003 sesuai
denga permintaan Ter ulgat | dan Tergugat
I, tanah Kavling 97, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, Jakarta Selatan ¥an menjadi
obﬁek akta PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK Nomor: 70 tanggal 26
Pebruari 2003 tersebut, masih~ dalam
setatus sengketa dalam perkara No.443/
Pdt.G/2001/PN. ak-Sel (seperti yang
Penggugat_ _kemukakan dalam gugatan,
halaman 12 butir 20). karena Sesuail
dengan kenyataan yang ada dan data-data
yang Tergugat Ill terima dari Tergugat |,
ada saat = Tergugat IlIL. membuat ~ akta
ENGIKATAN EMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK Nomor: 70 tanggal 26
Pebruari 2003 tersebut:-------=-=-ceceasotaa--

a. Pada waktu itu telah ada Putusan Sela
Ben%adllan Negeri éakarta Selatan No. 8&
dt. G/ k-Sel 2
D hir

8/

18
1990/PN.]a ’ tamt;gal [
esember 1990 (T.llI-1) Jo Putusan Akhi
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 18
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Pdt.G/1990£PN. ak-Sel, tanggal 23 Mei
1991 (T.Ill-rg Jo. Putusan |ien adil
DKl Jakarta 1 .
tanggal 25 Juli 1991 (T.llI-3) Jo. Put
Mahkamah Agung R.l. No. 30 P
tanggal 28 " Agustus 1992 (T.
Putusan Penméauan Kembali Mahkamah
Iplgun% R.| No. 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28
eil 1997 (T.111-5) ap

berkekuatan hukum tet
dalam perkara antara Tergugat | selaku
Penggugat, lawan BDN selak ergugat dan
Drs. R.]. KA

U
PTIN _ADISUMART selaku

engqudat Intervensi dengan obyek tanah
Kaveimg 97, !Elan enderal Gatot Subroto,
Pkarta Selatan imana menurut Amar

utusan Pengadilan berkekuatan hukum
tetap tersebut. Ter t 1 inyatakan
an

u
sebagal pihak vang ' palin erhak _atas
ana ave mg . Jalan Jenderal Gatot

Subroto, Jakarta Selatan; .

. Pada waktu itu tanah kaveling 97, Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan
sudah dalam penguasaan ergu_c_iat 1, asal
Eenyerahan dari Jurusita Pengadilan I\iegerl

akarta Selatan, _berdasarkan Penetapan
en%adllan Ne%erlA:akarta Selatan No. 188/
Pdt. G/ 1990/PN. Jak.Sel
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tanlg?( 20 AgPstus 2001 (TIII 6) te ah
a sanakan utusan Penﬂad| an ‘I’ -1
-2 Jo T.II-3 Jo I11-5)
erkekuatan hukum p aitu
mengosongkan tanah kavelmg 97 ralan
Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan
Bang pa a waktu alam penguasaan
rs. R.J. KAPTIN ADISUMARTA selanjutnxa
setel ah kosong _menyerahkannya
Kuasa Hukum®™ Tergugat |1, berdasarkan
Be Acara ksek usi Pengosongan
188/Pdt G/1990£ ak. tanggal 26
September 2001 (T.11I- ), ---------------

c. Pada waktu itu telah .ada
pengangkatan/pencabutan Sita Jaminan
atas tanah Kaveling 97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, Jakarta Selatan, oleh Juru
Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
sesuai dengan Berita Acara Penghang atan/
Pencabutan  Sita amina 188/
Pdt G/1990/PN Jak.Sel tanggal 12 Oktober
2001 (T.11I-8), dimana atas permohonan
Tergugat I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan telah memerintahkan® Juru Sita
untuk mengangkatjmencabut Slta aminan
atas tanah Kavel mg alan Jenderal
Gatot Subroto, arta elatan yang
dulunya dlletakkan atas _permohonan
Tergugat | selaku Penggugat dalam gerkara
ijS I 8/Pdt.G/1990/PN.
a N e P e EEeEEemEEmmmmmm—

d. Pada waktu itu sudah ada Surat Ukur
No.00379/2001_tang a( 29 Nopember 2001
TIII 9) yang diterbitkan oleh Kepala Seksi
engukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Jakarta Selatan atas tanah
Kaveling 97 alan Jenderal Gatot Subroto,
Jakarta Selatan; —--=------c-momm -

e. Pada waktu itu sudah ada Berita Acara

Pemenksaan Sederhana Lapangan Ob
I! unan No. 3{

W !04 KB 0503/2002 anggal 25 Mei 200

f. Pada waktu . itu_ sudah ada Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun
2002 (T.111-11) dan Surat Tanda _Terim
Setoran PBB tahun 2002 (T.lI- 12) atas
nama Tergugat | atas tanah Kaveling 97,
E" an Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
ea L ] e
-Yang kesemuanya itu membuktikan
bahwa ada saat akta

PEMINDA PENGOPERAN HAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 70 tanggal 26 Februari 2003

Tergugat |l uat sesuai dengan

permmtaan Tergugat 1 dan Tergugat Il
antara Tergugat I_ selaku

Pen%;lggat lawan BDN™ selaku Tergu at

KAPTIN ADISUMARTA sela
P at Interven5| g
ana avellng 97 ja an jen eral Ga t?'lt'

Subrot o, jla arta Selatan

HUKUM te selesai secara funfas
karena mem?_ rol eh Putu
Pengadllan TIII -2 jo T.llI- 3 jo

T.IlI-4 Jo T.III-5) erkekua an hukum
tetap dlmana tergugat |1 dmyatakan
seba pihak yang palm berhak atas
tana Kavelmg 97 jalan enderal Gatot
Subroto, Jakarta Seélatan™ dan Putusan
dlmaksud telah dllaksanakan oleh
g adilan Negeri Jakarta Selatan,
erdasarkan atas pelaksanaan Putusan
mana, tanah Kaveling 97, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, Jakarta 'Selatan, sudah
dalam penguasaan Tergugat

4.Bahwa Perkara Perlawanan No. 443/

Pdt G/2001/PN ak el diajukan oleh
Drs. R.J. ADI U RTA demlk
Pengumuman termuat dalam Ha

an
rian
Kompas (P-39 dan P-40 I)gan'ﬂ dlbuat oeh
Drs. R.J. KAPTIN A ang
mengumumkan tentang ad anya per ara
Perlawanan tersebut, menurut hukum tidak
menjadi penghalang’bagi Tergugat | untuk

menjalankan hak-haknya atas tanah
Kaveling 97, Jalan lenaera!I Gatot
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Subroto, Jakarta Selatan, khususn a dala

membuat Akta GIKATA
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HA
Nomor: _70 tanq? 26 Februari 200
Egpg:an Tergugat I dihadapan Tergugat Il

—wKZB

14

Sehubungan dengan Perlawanan Pihak
‘(Aartl} Verzethal'Hdlaju an oleh Drs. R.].
PTIN ADIS tersebut, dalam hali
|n| Ketua Pen%adllan Negerl jakarta Selatan
tidak perna menerbitkan Penetapan
entang penundaan
eksekusi;-=-=====msmmmmmeeme e

Karena itu sesuai dengan ketentuan pasal
207 ayat (1) HIR yang berbunyi:------=-=-=uu---
“perlawanan " tidak mencegah atau
menunda menjalankan Putusan, kecuali
Ketua sudah memberi perintah supaya
hal itu ditunda dengan menantikan
Putusan Pengadllan
Negeri” ;-=--======msmmmmmmmmmeeee e eeen
-jelaslah bahwa Tergugat I berhak untuk
menaan kan hak-haknya atas_tanah
Kave |n 97, alan enderal Gatot Subroto,

akarta elatan ususn a dalam hal ini
mem uat Akta |> KATAN PEMINDAHAN
DIN_FENGOPERAN HAK Nomor: 70

tanggal 26 Februari 2003 dengan
Tergugat Il dihadapan Tergugat Ill.

o == m e Pada

saat Peng ugat

;yan ara ain mempermasalahan
absahan Akta PENGIKATAN PEMINDAHAN
AN PE PERAN HAK Nomor: 70 tanggal

26 Februarl 2003, berdasarkan alasan:
“Pada saat Akta PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN

Nomor: 70 _ tanggal 26 Februari 2003
tersebut dibuat, 'obyeknya yaitu tanah
Kaveling 97, jalan Jenderal Gatot
Subroto, jakarta Selatan, masih dalz:rsr;

qi Perlawanan No.
Pdt ﬁzo _________________________

-Tern ata pula dari perkembangan yan
ada, sesual dengan Ii’ufusan PeE nga%ﬂanE
N_egerl i Selatan No. 443/

G/200 /PN jak SeI tan gal 20 Maret
2003 (T.HI-13) Jo. utusan 2%04 adilan

tingi DKI akarta No 198/Pdt/ PT.DKI
karta g Septemb er 2004
T.111- 14) bo utusan Mahkamah Agung RI
0. Ké dt/2005_  tanggal 14
Nopember 200 (T.1II-15) berkekuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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hukum tetap gerlawanan DRS. R.].
KAPTIN ADISUMARTA terhadap
elaksanaan/eksekusi atas Putusan
engadilan (T.IlI-1 Jo T.lI-2 Jo T.llI-3 Jo

T.1lI-4 Jo T.111-5) berkekuatan hukum tetap,
telah ﬁ:olak ur)wtu seluruhnya dan Drs. R?

inyatakan sebagai
bukan pelawan yang b_eﬁte]m oleh sebab itu
menurut hukum adanva Perkara
Perlawanan tersebut sudah tidak
relevant lagi untuk Penggugat
pergunakan sébagai dasar mengajukan
gu atan dengan~ tuntutan agar " Akta
ENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK Nomor: 70 tang%al 26
Februari 2003 dinyatakan tidak sah dan
batal demi hukum, agar Tergugat |,
Terg#gat Il dan Terguq?t Il dinyatakan

k

tela melakukan perbuatan melawan
hukum, agar Tergugat I, Tergugat Il dan
Tergugat “lll dihukum secara “tanggun
renteng membayar ganti rugi materiil
sebesar Rp. 33.190.000.000,- "dan ganti
rugi immateriil sebesar Rp.
100.000.000.000,- dan agar Terqugat |,
Tergugat 1l dan Tergugat_ Ill dihukum
memasang iklan dengan topik permintaan
maaf sebanyak 3 étlga) kali pada harian
Kompas, Harian Suara Pembaruan dan
Harian Rakyat
Merdeka,.----========smmmmemmm e
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5.Bahwa berdasar alasan- alasan tersebut
ada butir 4 diatas, q_u atan
enggugat, halaman 12 an idak
benar dan oleh sebab |tu sepatutnya

6.Bahwa Akta PENGIKATAN PEMINDAHAN
DAN PENGOPERAN HAK Nomor: 70 tancI?aI
Februari 2003 Tergugat Ill buat, bukan
lam kedudukan Ter u at i selaku—P ,
k_arena itu ketentuan I‘
Tahun 1961 Jo. Pasal 3 (13 huruf fP
No. 24/ Tahun 1997 ten ang endaftaran
Tanah (seperti yang Pen?gugat sebut sebut
dalam ugatannya, aman 12 dan 13
{outlr 32 t diterapkan
erhad
DAN PE GO_PERAN HAK Nomor: 70 tanggal
Februarl 2003 dan dengan demi |an
dalil _ct; gzatan Penggugat aaman 12 da
13 butir 22 sepatutnya ditolak.-------------

Bahwaléoutusan Maj eI|s Pen awas Daerah
Notaris Kotamadya Jakarta Selatan (P-42)

0. Putusan Majelis Pengawas Wilayah
otaris DKI Jakarta (P-43) ti k t
Pen gugat pergunakan sebag asar

ntuk menuntut a ar Akta NGIKATAN
PEMINDAHAN DA NGO ERAN HAK
Nomor: 70 tangg Februari 2003
dinyatakan tida sah dan batal demi

hukum, agar Terguglat 11 bersama sama
dengan er dan |i:9 %
dinyatakan elah melakukan er uatan
Melawan Hukum merugikan
Penggugat dan agar Terguglat Il bersama-
sama engan ergu Tergugat 1l
dihukum secara ng rénteng
membayar ganti rugi mor||I sebesar Rp.
100.00 .000.000,- dan ganti rugi immateriii
sebesar Kp. 33.190.000.000,-
karen@:i----====-=-mmsmmcee e
a. Sehubungan laporan Penggugat kepada
Majells Penﬂawas Notarls, alam hal ini
berla adalah Putusan Majelis
%awas Wil agah Notaris DKI Jakarta
karena Putusan Majelis Pengawas
aerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan
(P-42) sifatnva hanva memberikan
rekomendasi kepada M_ajelis Pengavl\szi\(sl

Wilayah Notari
{;‘:\karta, -----------------------------
Sesuai dengan amar Putusan Majelis

Pengawas Wilayah Notaris DKl Jakarta
P-43) Tergugat Il hanyalah dinyatakan
urang cermat (bukan tidak cermat dan
ida teliti seperti yang Penggugat
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=
dalilkan) dalam membuat Akta PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN_ PENGOPERAN HAK
Nomor: 70 tanggal 26 Februari 2003,
sedang yang menjadi dasar Putusan Majelis
Pengawas ilayah Notaris DKI_ Jakarta
P-43) mempertimbangkan bahwa Tergugat
11 alam "~membuat™ Akta PENGI N
PEMINDAHAN DAN_ PENGOPERAN HAK
Nomor: 70 tanggal 26 Februari 2003 kurang

cermat pada "pokoknya hanyalah karena
adanya pertentangan antara Judul akta
dengan isi_akta dimana aktanﬁa berjudul
PENGIKATAN PEMINDAHA DAN
PENGOPERAN HAK, sedang isi akta memuat
erpindahan hak atas tanah Kaveling 97,
alan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
elatan_dari Tergugat | kepada dan menjadi
hak/milik Tergugat Il _ terhitun slt_eljak
tanﬂgg:tl Akta “PENGIKATAN PEMINDAHAN
DA ENGOPERAN HAK Nomor: 70 tanggal
26 Februari 2003 dibuat dan sekali-Kali
bukan karena tanah Kaveling alan
Jenderal Gatot Subroto {akarta Selatan
xar&ﬂ menAadl obmek Akta PENGIKATAN
EMINDAHAN DA PENGOPERAN HAK
Nomor: 70 tanggal 26 Februari 2003 masih
dalam status ~“sengketa (seperti yang
penggugat dalilkan);=--=-=======eaecmmemananza-
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ammmmm e ——— sebelum Akta
PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK Nomor: 70
Februari 2003, Tergugat Il telah mem

I

lunas harga tanah™ Kaveling a
enderal _Gatot Subroto, Jakarta Selat
epada Terqugat |, sesuai dengan a
Pernyataan Pengambilan Uang Nomor:
tanggal 30 Januari 2003 (T.111-16)

dengﬁm demikian perpindahan hak ata
tanah tersebut dari Tergugat Ili(e?gda da

menjadi hak/milik Terlc_(;;ugat rhitun
Akta PENGIKATA

scle_:j“a’\I tanggal t
PEMINDAHA DAN PENGOPERAN HAK
Nomor: 70 tanggal 26 Februari 2003
tersebut dibuat,” ‘adalah ?_ej_le dengan
telah adanya pembayaran lunas ganti_rugi
tanah Kavellng 97 galan Jenderal Gatot
Subroto, Jakarta Selatan, yang merupakan
bukti bahwa secara_ materiil” Terqugat I
telah menjadi pemilik tanah Kaveling 97,
alan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

SVSUIYSS=x O

elatan.------====mmmm e
d. Kenaq_a akta dibuat dengan judul
PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK, alasan satu-satunya
hanyalah karena Tergugat Il pada waktu itu
belum sia dengan® keuangan untuk
membayar BPHTB;------======mnecaucax oleh
@ === e

sebab itu _kalaupun menurut Putusan
ejelis Hakim Pengawas Wilayah Notaris
Kl Jakarta (P-43), Tergugat IlI' dinyatakan
ranl?(A cermat dalam - membuat Akta

TAN INDAHAN DAN

o Tidak dapat Penggugat pergunakan
sebagai_dasar untuk ménuntut pembatalan
Akta~ PENGIKATAN PEMINDAHA DAN
PENGOPERAN_HAK Nomor: 70 tanggal 26
Februari 2003, hal ini terbukti uq\la dari
Putusan Majelis Pengawas Wilaya otaris
DKI Jakarta (P-43) yang tidak mengabulkan
tuntutan _Penggugat Selaku ez;.\por elx)gk::\r
Akta PENGI N PEMINDAHAN N
PENGOPERAN HAK Nomor: 70 tanggal 26
Februari 2003 tersebut dibatalkan dan
bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat
membatalkan suatu .akta Notaris,
dibandingkan dengan Yurisprudensi tetag
Mahkamah Agung R.l No. 1420 K/Sip/197
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& >

tanggal 01 Mei 1979 vyang kaidah
hukumnga menxatakan --

w engadilan tidak dapat
membatalkan ~suatu akta _Notaris,
tetapi hanya dapat menKatakan akta
Notaris yang bersangkutan tidak

mempunya| kekuatan

hukum” === e e
e Tida a ugat erqgunakan
seb aga%( gag untlﬂ? emﬁ1t agar
Tergugat bersama-sama

Tergugat | dan Tergugat Il dmyatakan te ah
melakukan Perbuatan Mewalan Hukum

yan meru |kan Penggugat;----=====cceec cauuu-
idak at Penlﬂ?u at doeriﬂ:unakan
sebagal ar menunt agar
Tergugat III bersama-sama dengan
Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggun
renteng _ memba anti rugi moril
sebesar Rp. 100.0 0 000.000,- dan anti

rugl materiil sebesar Rp. 33. i9270000. 00,-
" -Karena Permasalahann a haniyalah
menyangkut hal-hal ersifat formil
belaka, yang menurut hukum tidak dapat
mengesampingkan kebenaran materiil;
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8. Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut
ada butir 7 diatas, dalil. gugatan
enggu at, halaman 13 sampai dengan 15,
butir 2 sam ai dengan_butir 26 tidak
berdasar dan sepatutnya ditolak.----------

9.

--------------------------------------------------- Ba
hwa dalil Penggugat yang pada pokoknya
menyatakan -------------------------------------

TergtHEat [ denl\?an menda arkan pada
Ak PEMIN DAHAN N
PENGOPERAN HAK omor 70 tan? aI
Februari_ 2003 Tergugat
dengan Tergugat adapan Ter?ugat III
secara tidak ah telah orkan

Peng %ugat ke Polres 'Metro Jakarta Selatan
dan laporan Tergugat Il tersebut

menyebar ke berbagai Instansi
sehmgga masyarakat luas mengetahumya,

o Dengandemikian Terg %at an
Tergugat 1, Tergugat lah me aku an
perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan keruglan moriil, karena itu
enggugat menu

P ut agar Tergugat III
bers?agmg sama dengan gl'ergu a% q

Ter%ugat dihukam secara tang gun
renteng membayar anti _rugi "morii
sebesar R||(3 100.000.000.00 dan
memasan% lan permintaan_maaf kepada
Penggu?a di 3 (tlga) Media Cetak S|rkuIaS|

Nasjiona antara™ lain Harian Kompas,

Harian Suara Pembaharuan dan Harian
Rakyat. Merdeka secara berturut-turut
dalam 3 (tiga) kali Penerbitan;--------=-----
e Mohon_ ~periksa gugatan gugat,
halaman 15 dan 16, butir 27 dan 2 sama
sekali tidak berdasar dan sepatutnya
dltolak karena:--------=-=-cecmmmmmmcemm e maan -
Berdasar atas Akta PENGIKATAN
PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HAK

Nomor: 70 tan Februarl 2003,
Tergugat | te ah men era uasaan
tanah™ Kavling alan jen era Gatot
ﬁubroto, jakarta Selatan képada Tergugat
b. Setelah tanah Kavlin 97, alan
jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan
dal am uasaan Tergugat Il, sesuai
den eterangan yang Tergugat 11

ero eh dari erun d téernyata
i nrose u

enggugat t r h m
an berlaléu Igan secara_Main Hakim

Sendiri tela berupaya _men amb I-a |h
uasaan tanah avling Jalan
ren eral Gatot Subroto, Jakarta Selatan,
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(@

dari tangan Tergugat Il oleh karena itu
kemudian Tergugat 1 melaporkan
Penggugat ke Polres Metro Jakarta Selatan;

c. Seperti_telah Tergugat Ill kemukakan
diatas, dalil Penqﬁugat yang menyatakan
bahwa Tergugat ersama-sama dengan
Tergugat | dan Tergugat Il telah melakukan
erbuatan melawan hukum karena
el“'?ulc_kaAt i telah membuat Akta
PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN
PENGOPERAN HAK Nomor: 70 tanggal 26
Februari 2003, sesuai dengan permintaan
Tergugat T dan Tergugat Il dengan obyek
tanah  Kavling alan Jenderal Gatot
Subroto, akarta Selatan {yang menurut
Peng l? e(ang maS|h dalam status
sen ta ), r dan harus
ditolak;--=========mcmmmm e

d. Oleh sebab itu tmdakan Tergug
ang melaporkan Penggu ores
etro aka a Selatan den an men dasarkan
ada a PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN

ENGOP ERAN HAK Nomor: 70 tanggal 26
Februari 2003, yang Tergugat buat
dengan Tergugat
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dihadapan Tergugat Ill, jelaslah bukan
merupakan perbuatan melawan
RUKUMj-=-—===—= === mmm e
e.---Lagi
PUl@z-==m=mmmmmm e

. sesuai denﬁan enjelasan anP
Tergugat Il terima ari” Terguga |

sehubungan dengan laporan Tergbu at |If
tersebut, dalam hal ini m ada Putusan
Pengadilan Pidana bekekuatan hukum
tgtaE yang menyatakan bahwa Penqgugat
tidak terbukti melakukan Perbuatan Pidana
seperti yang Terqugat I IaBorkan,
demikianpun sebaliknya sehubungan
laporan Tergugat Il ke _Polres Metro Jakarta
Selatan, dalam hal ini juga belum ada
Putusan Pengadilan Pidana berkekuatan
hukum tetap yang menghukum Tergugat Ii
karena telah mencemarkan nama baik atau
memfitnah Penggugat;------=-==-msecemmcnunan

) Oleh seba ,tu Sﬁhubungan tmdakix(n
Tergugat 1l melaporkan _Peénhggugat e
Polres Metro Jakarta  Selatan dengan
mendasarkan ada Akta PENGIKATAN
PEMINDAHAN AN PENGOPERAN HAK
Nomor: 70 tanggal 26 Februarii 2003
tersebut, tidak ada dasar hukum
Penggugat menuntut Ter?u at Il bersama-
sama dengan Tergugat an Tergugat |l
secara tanggung renteng membayar "ganti
rugi moril "sebesar Rp. "100.000.000.000,-
dan minta maaf kepada Penggugat.-------

10.

Bahwa dari apa _yang Tergugat Il
kemukakan pada butif 1 sampai_ dengan
butir 9 diatas, ternyata seluruh dalil-dalil

ugatan Penggugat terhadap Tergugat Iii
fidak berdasar dan harus ditolak, karena
itu seluruh tuntutan Penggugat kepada
Tergugat Ill seperti tela ergugat Il
kemukakan pada butir 1 diatas sepatutnya
ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima, termasuk:-----=------------

o Tuntutan Penggugat agar_ Pengadilan
Neg_epi Jakarta ggla%an _n?ealetak‘i(a% Sﬁa
aminan” atas harta milik Tergugat_ Iil
erupa tanah dan_ bangunan,” masing-
masing terletak di f(alan anglima Polim
Raya Nomor_3-D Jakarta Selatan dan _di
alan Taman Semanan Indah N 1 Nomor 50,
elurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Kalideres, _Jakal:ta Barat, sepatutnya
ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak
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Le

dapat diterima, apalagi Penggugat dalam
gugatannya tidak menyertakan %embuktlan
ahwa sehubungan gugatan Penggugat,
Tergugat Ill telah berupaya mengasingkan
harta miliknya;----========ceccmemmmmmectamaasae

o Tuntutan Penggugat agar Pengadilan
Negerr"i ]akartagg Sgeﬂatang menghukum
Tergugat 11 bersama-sama dengan
Ter%ugat I dan Tergugat Il secara tanggun
renteng _membayar (?anh rugi materiil
sebesar Rp. 33.192.000.000,- dan ganti
rugi immateriil sebesar RR'
100.000.000.000,- = sepatutnya ditolak,
setidak-tidaknya dinyatakan “tidak dapat
A Sat Ay HaaR meny St aRaR Fuke Bl
u I ukti- i
nvagta_ u%tuk memb}.l’ktl_kan kebenaran
kerugian materiil dan immateriil yang
jumlahnya tidak tanggung-tanggung dan
cukup fantastis
tersebut;----===mmmmmm e

e Tuntutan Ter ugat agar Terguqat 1]
bersama-sama engan lerguga dan
Tergugat Il dihukum membaalar uané) paksa
dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- per
Pa? terlambat memenuhi Putusan sejak
utusan
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mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi

tuntutan-tuntutan Penggugqgat adala
tentang (_amba{aran uan an tuntutan
yang apabila dikabulkan dapat dieksekusi

Ssecara riil, yang menurut hukum tidak
dapat diikuti” dengan tuntutan tambahan
berupa uang paksa
(dwangsom);-=========mmmmmmmmemm e

Negeri Jakarta Selatan menyatakan
Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini
dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih
dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan
Verzet, sepatutnya ditolak, _setidak-
tidaknya, apalagi sama sekali ti

urgensinya, dan gugatan ini enggtt_lgat
aagsarkan!_ pada bukti-bukti yan idak
memenuhi syarat pasal 180 ayat (1) HIR
karena_ seluruh 'bukti-bukti ~ Penggugat
dapat Tergugat Ill sangkal kebenarannya
a_p_cl—g_gd_‘k'—g_t—P—Lt_an engan demikian gugatan Pengguga
tidak termasuk ugatan sebagaimana
dimaksud pada butir 4 angka a sampai
dengan f Surat Edaran Mahkamah Agung

R.l No. 3/tahun 2000 yang dapat diputus
dengan Putusan erta

o--- Tuntutan Penggugat agar Pen}zaad'lan

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat
tidak memiliki dasar hukum, maka

aminan yang dimohonkan oleh
enggugat terhadap harta milik
'ggtr ugat lll tidak berdasar dan harus
itolaK.-=======mmmmmmm e e

Berdasarkan uraian-uraian . dan _ alasan-
alasan hukum serta_ bukti-bukti diatas
Tergugat 11l kepada Majelis Hakim yang
meimeriksa dan mengadili perkara” ini
berkenan untuk memutuskan sebagai

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Ill untuk

seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
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2.Menolak gugatan Penggugat . untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima;---=========-cmmmmmcceaeeeeeanae .
.Menyatakan Sita jaminan atas harta milik
Tergudgat lll. berupa tanah dan bangunan,
masm%-masmg terletak di jalan Panglima
Polim Raya Nomor 3-D Jakarta Selatan dan
di Jalan Taman Semanan Indah N 1 Nomor
50,. Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Eahderes, Jakarta Barat tidak sah dan batal

4.Menguhukum .Penggugat untuk
membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak
Penggugat telah mengajukan Repliknya
tertanggal 3 September 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Replik
Penggugat tersebut, Tergugat-l tidak
mengajukan Duplik, untuk Tergugat-Ill
mengajukan Dupliknya tertanggal 1
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Oktober 2009, untuk Tergugat-lll
mengajukan Duplik tertanggal 1 Oktober
2009 ;

Menimbang, bahwa untuk
mempertahankan dalil-dalil gugatannya,
pihak Penggugat telah mengajukan alat
bukti surat-surat berupa foto copy yang
telah dibubuhi meterai secukupnya dan
kemudian telah disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, yang terdiri dari :

1. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.79 PK/PDT/1993,
tanggal 19 Mei 1997 (sesuai dengan
aslinya) ---=====-cemmmmmeneaea-
Bukti P-1;

2. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah
Agung R.l. No.3619 K/PDT/1988, tanggal 24
Juni 1992, berkekuatan hukum tetap
(sesuai dengan aslinya) Bukti P-2 ;

3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No.160/PDT/1988/PT.DKI, tanggal 23
Mei 1988, berkekuatan hukum tetap
(sesuai dengan aslinya) Bukti P-3 ;

4. Foto copy Putusan Pengadilan negeri
Jakarta Selatan No.202/PDT.G/1985/
PN .JKT.SEL, tanggal 19 Nopember 1987,
berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan

aslinya).....ciiiiiinrirnnssnniiinnnnnnnnnss Bukti P-4 }
5. Foto copy Penetapan No.202/
PDT.G/1985/PN.JKT.SEL. tanggal 18

Desember 1998, atas tanah kavling 96 dan
tanah kavling 97 seluas 7.130 M2 (sesuai
dengan aslinya) ............... Bukti P-5 ;

6. Foto copy Gambar Inventarisasi bagian
depan tanah kavling 97 seluas 2.766 M2,
atas Penetapan Eksekusi No. 202/
Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret
1999 (sesuai dengan aslinya) ..... Bukti P-6

7. Foto copy Gambar Inventarisasi bagian
belakang yang dikenal dengan lapangan
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tennis seluas 982 M2, atas eksekusi No.
202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel., tanggal 10
Maret 1999 (tidak ada aslinya) Bukti P-7 ;

8. Foto copy Surat Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Selatan No.
1.711.2/5996/S/1999, kepada Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal
17 Maret 1999 (copy di legalisir) Bukirs;

9. Foto copy Berita Acara Penyerahan
No0.202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel. tanggal 13
April 1999 (sesuai dengan aslinya) Bukti
P-9;

10. Foto copy Berita Acara Serah Terima
uang sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu
milyar delapan ratus lima puluh juta
rupiah), dari Palang Merah
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Indonesia, atas tanah kavling 96 (sesuai
dengan aslinya) .....ccccceeiiiiiiiiiiiiniinnnnes
Bukti P-10 ;
I R T ) o T copy Berita
Acara Serah Terima Tanah tanggal 3 Juli
2008, dari Palang Merah Indonesia (sesuai

dengan aslinya) .......ccvvvnnnnnnees Bukti P-11 ;

12. Foto copy Surat Keterangan Kepala
Kelurahan Mampang Prapatan,
No.587/1.755 tanggal 2 September 1999
(sesuai dengan aslinya) ........covvieiiiinnnes

Bukti P-12 ;

13. Foto..........ceenieeen copy Surat Lurah

Mampang Prapatan No. 106/1.711.1
tanggal 6 Desember 2001, perihal
penjelasan tambahan Risalah Pemeriksaan
dan Sidang Panitia “A” atas permohonan
hak dengan alas hak eigendom verponding
(copy di legalisir) .........vvvvuuns Bukti P-13 ;

14. Foto copy Surat Lurah Mampang
Prapatan No.13/1.713 tanggal 31 Januari
2000, kepada Polres Jakarta Selatan,
perihal penjelasan Girik/Surat Ketetapan
Pajak Bumi, C.388 dan C. 1511 (copy di
legalisir).........ccoivvvviiiinnnnnneees Bukti P-14 ;

15. Foto copy Surat Camat Mampang
Prapatan, No. 105/1.711 tanggal 30 April
2000, kepada Polres Jakarta Selatan (copy
di legalisir) .......cccviiinnneee Bukti P-15;

16. Foto copy Riwayat Tanah/Surat
Keterangan dari Lurah Mampang Prapatan
No.05/1.711.1, tanggal 31 Maret 2008
(sesuai dengan aslinya) ... BukiPr-16 ;

17. Foto........ccvvvunnnssss copy Peta Lokasi
yang dibuat oleh Panitia IX tertanggal 8
Oktober 1984 (sesuai dengan aslinya)

Bukti P-17 ;

18. Foto copy Peta Rincikan Girik dari
Lurah mampang Prapatan, Kecamatan
mampang Prapatan, Jakarta Selatan (copy
di legalisir) ... Buktip-18;
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19. Foto.......ccivviviiiiiinncninnnnss copy Surat
Ukur tanah JI. Jend. Gatot Subroto Kav.97,
No0.09.04.03.02.00338/1999 tanggal 28
Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Kantor
BPN Jakarta Selatan (tidak ada aslinya)

Bukti P-19 ;

20. Foto...... copy Eigendom Verponding
No.6177 atas nama MUARA (tidak ada
aslinya) ....... Bukti P-20 ;

21. Foto........ copy Akta Pelepasan Hak

No.79 tanggal 21 September 1993 (tidak
ada aslinya) ... Bukipr-21;

22. Foto........cccvviniciiiinnnne copy Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah
No.1810/1983 tanggal 14 September 1983
(tidak ada aslinya) ............ Bukti P-22 ;

23. Foto........... copy Akta Pengoperan/

Pelepasan dan Penyerahan Hak No.26
tanggal 19 Desember 1989, antara Wakidi
dengan Lauren P. Moniaga (tidak ada
aslinya) ..covveeenennnn Bukti P-23 ;
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24. Foto.......... copy Surat Keterangan
dari Kanwil BPN DKI Jakarta No.
1.711.72/1251/09/PT/2002 tanggal 3

September 2002 (sesuai dengan
aslinya) ...oivvvviinnnnnnnanns Bukti P-24 }
25. Foto......iivviirnnnrnnnncnnnnnnnnns copy Surat

Keterangan Lurah Mampang Prapatan
No.29/1/1983 tanggal 25 Oktober 1983
(sesuai dengan aslinya) .......... Bukti P-25 }

26. Fotocopy Surat Keterangan Lurah
mampang Tegal Parang No.866/1755/1983
tanggal 25 Oktober 1983 (tidak ada
aslinya).......covvvvvinnnns Bukti P-26 ;

27. FOtO.....cciviinimiiinnnnnnnnnnnnnnns copy Peta
Lokasi Eigendom Verponding No0.6177 atas
nama NJEIJ RAHMA cs terletak di Kelurahan
Tegal Parang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan (sesuai dengan
aslinya) ...ccciiiiiiiiiinnssscnnnnns Bukti P-27 }

Py
Sertlﬁkat Hak Pakai No.157/Tegal Parang
tanggal 23 Juni 1979, atas nama Rudhy Rais
(tidak ada aslinya) ......ccccciuineee Bukti P-28 }
29. Foto............. copy Surat Ukur Tanah,
Eigendom Verponding 6177 atas nama Njeij
Rachma cs, dengan tulisan tangan, dibuat
di Batavia 29 Juli 1888 (tidak ada aslinya)
Bukti P-29 ,
30. Foto......cccvvvvnnnnnnuns copy Buku / Kartu
Verponding No.6177, vyang mencatat
mutasi-mutasi tanah (tidak ada aslinya)
Bukti P-30 ,
31. Foto copy Salinan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. SK.361/DJA/1985,

tanggal 12-12-1985 (tidak ada
aslinya)......covvvuuns , Bukti P-31;
32. FotO.....ccivvurrmnnvnnnnnnnnnnsss copy

Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.188-VI- 1990 tanggal 18 Juni
1990 (tidak ada aslinya) ....... Bukti P-32 }

33. Foto..... copy Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan NO.523/PDT.G/2001/
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PN.JKT.SEL. tanggal 11 Nopember 2002
(tidak ada aslinya) Bukip-33;

34. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No.245/PDT/2003/PT.DKI Jakarta,
tanggal 11 September 2003 (tidak ada
aslinya) Bukti.......ccceiviineann P-34;

35. Foto.....oicrivvnnnnnnnnnnss copy Putusan
Mahkamah Agung Rl No.611 K/PDT/2004,
tanggal 25 Oktober 2005 (tidak ada
aslinya) .....cvvciiiiiniiiiiinnn, Bukti P-35 }

36. Foto copy Silsilah ahli waris pribumi
MOEARA <c¢s., yang menunjuk tanah
Eigendom Verponding No.7267 terletak di
Kampung Pedurenan Kelurahan Karet
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (tidak
ada aslinya) .. BukiP-3s;

37. Foto copy Surat Kuasa No. 104
tanggal 21 Desember 1977 yang dibuat
dihadapan Notaris Haji Zawir Simon (tidak
ada aslinya) ... Bukip-37;
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38. FOLO. oo copy Pengumuman Koran
Nasional di Harian Kompas tanggal 9 Oktober 2002 (sesuai dengan aslinya)
Bukti P-38 ;

39.Foto copy Pengumuman Koran Nasional di Harian Kompas tanggal 18 April
2003 (sesuai dengan aslinya) .......cccooeevevennnnen Bukti P-39 ;

40.Foto copy Putusan Perkara Perlawanan No.443/Pdt.G/2001/PN. JKT.Sel., di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Penggugat melawan Laurens P.
Moniaga cs. (sesuai dengan aslinya) .......ccceevveeieeeeieiiiiiieiiiiinn Bukti P-40 ;
41.Foto copy Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta
Selatan (copy di legalisir) ........cccccooeeee. Bukti P-41 ;

42.Foto copy Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
No.01.PTS.LM/MPWN.DKI.JKTA/II/08 tanggal 3 Juli 2008 (sesuai dengan
ASHINYA) oo Bukti P-42 ;

43. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Rl No.618 PK/PDT/1993 yang menjadi
dasar Tergugat-ll melaporkan Penggugat di Polres Jakarta Selatan (tidak ada

aslinya)....ccccceenn. Bukti P-43 ;

44 Foto copy Akta Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak No.70,
tanggal 26 Februari 2003 (tidak ada aslinya) ............. Bukti P*44 ;

45.Foto copy Penetapan Pengadilan negeri Jakarta Selatan No.188/Pdt/1990/
PN.Jkt-Sel. Tanggal 20 Agustus 2001 (tidak ada aslinya)........cccccccoen. Bukti
P-45 ;

46.Foto copy Penetapan No. 25/Pen.Pid/2007/PN.Jkt-Sel. Tanggal 14 September
2007 (tidak ada aslinya) .......ccccoeveeiviieeiiinnnns Bukti P-46 ;

47.Foto copy Resume Laporan Polisi No.Pol. 1681/K/VIII/2007/Res.Jak.Sel.
tanggal 6 September 2007 (tidak ada aslinya) ............ Bukti P-47 ;

48. Foto copy Surat Panggilan | No.Pol. : S.Pgl/5859/X/2007/Reskrim Res.Jak.Sel.
tanggal 26 Oktober 2007, memanggil Yahya N. Takalapeta, SH. Cs., sebagai
tersangka untuk diambil keterangan pada tanggal 8 Nopember 2007 (tidak ada
aslinya) ..... Bukti P-48 ;

49.Foto copy Surat Ketetapan No.Pol. : SP.TAP/34/X/2007/Reskrim Res Jak-Sel.
Tanggal 6 Oktober 2007, tentang peralihan status saksi menjadi tersangka atas

nama Yahya N. Takalapeta, SH. Cs. (tidak ada aslinya).........ccccceoeeeen. Bukti
P-49 ;

50.Foto copy Pemberitahuan pengalihan status kepada Yahya N. Takalapeta,
SH. Cs. Tanggal 26 Oktober 2007 (tidak ada aslinya) ............... Bukti P-50 ,
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Menimbang, bahwa dalam hal ini
Tergugat-l tidak mengajukan bukti-bukti
sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah
dalil-dalil Penggugat, Tergugat-ll telah
mengajukan bukti-bukti surat tertulisnya
berupa foto copy yang telah dibubuhi
meterai secukupnya dan kemudian
disesuaikan dengan aslinya dipersidangan
yang terdiri dari :

1. Foto copy Putusan Sela Pengadilan
negeri Jakarta Selatan No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jak-Sel. Tanggal 20 Desember 1990
(sesuai dengan aslinya) Bukti T.11-1 ;

2. Foto copy Putusan Akhir Pengadilan
negeri Jakarta Selatan No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jak-Sel. Tanggal 23 Mei 1991 (sesuai
dengan aslinya) sukiT.1I-2 ;

3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta No.311/Pdt/1991/PT.DKI tanggal
25 Juli 1991 (sesuai dengan aslinya) Buki
T.11-3;

4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung
R.l. No.3076 K/Pdt/1991 tanggal 26 Agustus
1992 (tidak ada aslinya) .. Bui T.l1I-4 ;

5. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.l. No.618 PK/Pdt/1993
tanggal 28 Mei 1997 (sesuai dengan
aslinya) ........ Bukti 1 1.11-5 ;

6. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jak-Sel. Tanggal 20 Agustus 2001 (foto
copy di legalisir) Bukti T.11-6 ;

7. Foto copy Berita Acara Eksekusi
Pengosongan No.188/Pdt.G/1990/PN.jJak-
Sel. Tanggal 27 September 2001 (foto copy
di legalisir) ............. Bukti T.11-7 ;

8. Foto copy Putusan Pengadilan negeri
Jakarta Selatan No.443/Pdt.G/2001/PN.Jak-
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Sel. Tanggal 20 Maret 2003 (sesuai dengan
aslinya) ............ Bui T.11-8 ;

9. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta No.198/Pdt/2004/PT.DKI tanggal
6 September 2004 (sesuai dengan
aslinya) ....covvvieeeeeenns Buki TLI-9

10. Foto.........cccvvvvreiennnnne..COpYy Putusan
Mahkamah Agung R.l. No. 1193 K/Pdt/2005
tanggal 14 Nopember 2007 (sesuai dengan
aslinya) ......ovccciiinisiiinnnnnnanss Bukii TLII-10 ;
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11.Foto copy Memori Peninjauan Kembali
tanggal 19 September 2008 terhadap
Putusan Pengadilan (T.II-8 jo. T.II-9 jo.
T.1I-10) bewrkekuatan hukum tetap yang
diajukan oleh FC. Cahyo Baroto, Bsc, MBA.
(tidak ada aslinya)............ Bukti T.11-11 ;

12. e o T copy Surat
Kematian No.474.3/VIi/Kel-Bi/06 tanggal 13
Juli 2006 atas nama Laurens P. Moniaga
yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan

Bencongan Indah (tidak ada aslinya) Bukti
T.11-12 ;
13. Foto....... copy Berita Acara

Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan No.
188/Pdt.G/1990/PN.Jak-Sel. Tanggal 12
Oktober 2001 (sesuai dengan aslinya)

Bukti T.II-13

14. Foto copy Surat Ukur
No0.00379/2001 tanggal 29 Nopember 2001
yang diterbitkan oleh Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Jakarta Selatan atas tanah
kavling 97, jalan )Jenderal Gatot Subroto

(foto copy di legalisir) ......... (Tidak jadi diserahkan/
dibatalkan) ;
15. Foto copy Akte Pernyataan

Pengambilan Uang No.45 tanggal 30
Januari 2003, dibuat oleh dan dihadapan H.
Yunardi, SH. Notaris di Jakarta (sesuai
dengan aslinya) ....... Bukti T.II-15 }

16. Foto copy Akte Surat Keterangan Hak
Mewaris No.39 tanggal 22 Juli 2009, dibuat
oleh H. Yunardi, SH. Notaris di Jakarta
(sesuai dengan aslinya) Bukti T.II-16 ;

17. Foto copy pernyataan Pelepasan Hak
Waris Dan Kuasa tanggal 31 Oktober 2009
dari Sherley Eddy Hans (sesuai dengan
aslinya) ........... Bukti TJI-17 ;

18. Foto copy Akta Pengikatan Pemindahan
Dan Pengoperan Hak No.70 tanggal 26
Februari 2003 yang dibuat antara Laurens
dengan Eddy Handoyo dihadapan H.
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Yunardi, SH. Notaris di Jakarta (sesuai
dengan aslinya) ........... Bui TJI-18 ;

Menimbang, bahwa untuk membantah
dalil-dalil Penggugat, Tergugat-lll telah
mengajukan bukti-bukti surat tertulisnya
berupa foto copy yang telah dibubuhi
meterai secukupnya dan kemudian
disesuaikan dengan aslinya dipersidangan
yang terdiri dari :

1. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Rl No.618 PK/Pdt/1993
tanggal 28 Mei 1997 (tidak ada
aslinya) ....covvvviiiiinnnnas Bukii T
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2.Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jak-Sel. Tanggal 20 Agustus 2001 (tidak
ada aslinya) Bukitu-2;

3.Foto copy Berita Acara Eksekusi
Pengosongan No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak-
Sel. Tanggal 27 September 2001 (tidak ada
aslinya) . BuktiTm-3;

4.Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 188/Pdt.G/1990/
PN.Jak-Sel. Tanggal 10 Oktober 2001,
tentang pengangkatan/pencabutan sita
jaminan atas sebidang tanah bekas Hak
Eigendom Verponding Nomor: 6177 seluas
3.500 M2, yang terletak dan dikenal umum
di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.97,
Rt.004/04, Kelurahan mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan (tidak ada aslinya) BuktiT.i-4a ;

5.Foto copy Berita Acara Pengangkatan/
Pencabutan Sita Jaminan No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jak-Sel. Tanggal 12 Oktober
2001, atas sebidang tanah bekas Hak
Eigendom Verponding Nomor : 6177, seluas
3.500 M2, yang terletak dan dikenal oleh
umum di JI. Jenderal Gatot Subroto Kav.97,
Rt.004/04 Kelurahan mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan (tidak ada aslinya) Bukti T.iMb ;

6.Foto copy Berita Acara Pemeriksaan
Sederhana Lapangan Obyek Pajak Bumi
Dan Bangunan No.BA-063/WP).04/
KB.0503/2002 tanggal 24 Mei 2002 (tidak
ada aslinya) ........... Bukti T.III-5 }

7.Foto copy Berita Acara tanggal
9-11-2000, No.182/PPT/)S/2000, tentang
Pengukuran/Penelitian atas sebidang tanah
yang terletak di JI. Jenderal Gatot Subroto
Kav.97, Rt.004/04, Kelurahan Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan (tidak ada aslinya) Bukti T.IIIl-6
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8.Foto copy Surat Ukur Nomor: 00379/2001
tanggal 29 Nopember 2001 (tidak ada
aslinya) ........... BukiT-7;

9.Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah A Nomor : 25/RP/P)S/2002 tanggal 6
Nopember 2001 (tidak ada
aslinya) ....cvvvvnnnnnnnns Bukti TS

10.Foto copy Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan nasional Propinsi DKI Jakarta,
tanggal 28 Januari 2002 Nomor : 1.711.2/3/
HGB/S/2002, perihal Permohonan
Pemberian Hak Guna Bangunan atas
sebidang
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tanah yang terletak di JI. Jenderal Gatot
Subroto Kav.97, Rt.004/04, Kelurahan
mampang Prapatan, Kecamatan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
(tidak ada aslinya) BukiT.111-9 ;
11. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan DKI Jakarta Kepada Sdr.
Drs. Sasmoyo S. Boesari (selaku Kuasa
Laurens Moniaga) tanggal 8 Nopember
2002 Nomor : 1.711.9/1654/09-04/PMP/2002
(tidak ada aslinya) Buki T.1II-10 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Tahun 2002 Nomor
31.71.040.004.005-0241.0 atas nama
Laurens P. Moniaga (yang telah dibayar
lunas)... (tidak ada aslinya) Bukti T.1II-11 ;
13. Foto copy Akta Pernyataan
Pengambilan Uang Tuan Lauren P. Moniaga,
No.45 tanggal 30 Januari 2003, yang dibuat
dihadapan H. Yunardi, SH., selaku Notaris
di Jakarta (tidak ada aslinya) ... Bui T.1I1-12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti
tertulis sebagaimana tersebut diatas,
Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu)
orang saksi dipersidangan yaitu : Saksi :
ZAINUDDIN.S.Sos., dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa saksi adalah Wakil Lurah
Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan ;

e Bahwa Girik 388 ini yang tertera dalam
letter C Kelurahan Mampang Prapatan atas
nama Suhaemi Ropsin dengan luas tanah
8460 M2 terjadi perubahan penjualan tanah
pada tanggal 11 September tahun 1952
dijual ke Girik C 1562 seluas 1070 M2,
dalam tahun yang sama bulan yang sama
dijual lagi 2120 M2 ke C. 1563, sehingga
dari jumlah 8460 M2 itu masih ada sisa
tanah 2870 M2 atas nama Suhaemi Refsin
(Girik Induk 388) ;
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e Bahwa objek tanah yang ada di Jalan
Gatot Subroto kav. 97, adalah termasuk
wilayah vyurisdiksi Kelurahan mampang
Prapatan ;
e Bahwa di Kelurahan Mampang Prapatan
tidak ada tanah Verponding, semuanya
Girik;
e Bahwa sebelumnya tanah yang menjadi
sengketa tersebut adalah tanah Negara,
tapi kemudian di miliki oleh masyarakat ;
e Bahwa batas-batas tanah kavling No.97
adalah : sebelah Utara dengan Jalan Gatot
Subroto, sebelah Selatan dengan BDN,
sebelah Timur dengan PMI dan sebelah
Barat dengan Paramadina ;
e Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah
yang tersisa ada 5.000 M2 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak
mengajukan saksi-saksi sehubungan
dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya
Penggugat telah mengajukan
kesimpulannya tertanggal 23 Juni 2010,
Tergugat - | tidak mengajukan Kesimpulan,
Tergugat-ll mengajukan Kesimpulannya
tertanggal 30 Juni 2010 dan Tergugat-Ill
mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23
Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak
menyatakan tidak akan mengajukan apa-
apa lagi dan untuk itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua peristiwa
yang tercatat dalam Berita Acara Sidang
merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan putusan dan dianggap termuat
dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan
tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi
pokok persengketaan antara kedua belah
pihak dalam gugatan pada dasarnya adalah
berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:

o Bahwa berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.202/
Pdt.G/1985/PN.Jkt..Sel. jo. Putusan

Pengadilan Tinggi DKl Jakarta No.160/
PDT/1988/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah
Agung Rl No.3619 K/PDT/1988 jo. Putusan
Peninjauan Kembali No.79 PK/PDT/1993,
sebagai ahliwaris alm. ors. RJ. Kaptin Adisumarta,
Penggugat adalah pemilik bidang tanah
seluas + 7.130 m2 yang terletak di JI. Jend.
Gatot Subroto kav.96 dan 97, Kel.
Mampang Prapatan, Kec. Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan ;
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J Bahwa terhadap bidang tanah
tersebut dengan dasar Putusan-putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap,
dengan Penetapan Eksekusi No.202/Pdt.G/
1985/PN.Jkt.Sel. tanggal 10-Maret-1999,
telah selesai tuntas dilaksanakan, namun
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah
menerbitkan Penetapan Eksekusi No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. tanggal 20-
Agustus-2001 vyang didasarkan pada
Putusan Peninjauan Kembali No. 618 PK/
Pdt/1993 dengan alas hak Eigendom
Verponding No.6177 sedangkan bidang

tanah terperkara yang dieksekusi
berdasarkan
PutusanPengadilan Negeri Jakarta Se

latan No.202/Pdt.G/1985/PN.Jkt..Sel. jo.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No.160/PDT/1988/PT.DKI. jo. Putusan
Mahkamah Agung Rl No.3619 K/PDT/1988
jo. Putusan Peninjauan Kembali No.79 PK/
PDT/1993 alas haknya adalah Girik C 388
Persil 11 Blok D.II ;

e Bahwa Penetapan eksekusi No0.188/
Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. tanggal 20-
Agustus-2001 tersebut bertentangan
dengan hukum karena terhadap/atas
bidang tanah obyek eksekusi dalam
penetapan aquo sudah dieksekusi lebih
dahulu dengan Penetapan Eksekusi No.202/
Pdt.G/ 1985/PN.Jkt.Sel. tanggal 10-
Maret-1999, dan telah selesai tuntas
dilaksanakan ;

e Bahwa alas hak kepemilikan Penggugat
dalam eksekusi No.202/Pdt.G/ 1985/
PN.Jkt.Sel. tanggal 10-Maret-1999, adalah
tanah milik adat Girik C 388 Persil 11 Blok
D.Ill yang keabsahannya sudah diuji
berdasarkan Putusan Pengadilan

Negerijakarta Selatan No.202/
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Pdt.G/1985/PN.Jkt..Sel. jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKl Jakarta No.160/
PDT/1988/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah
Agung Rl No.3619 K/PDT/1988 jo. Putusan
Peninjauan Kembali No.79 PK/PDT/1993
yang telah berkekuatan hukum tetap dan
eksekutorial, bahkan telah tuntas
dilaksanakan eksekusinya terletak di JI.
Jend. Gatot Subroto kav.96 dan 97, Kel.
Mampang Prapatan, Kec. Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan sedangkan dasar
Kepemilikan Tergugat | dalam Penetapan
Eksekusi No.188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel.
tanggal 20- Agustus-2001 yang didasarkan
pada Putusan Peninjauan Kembali No. 618
PK/Pdt/1993 dengan alas hak Eigendom
Verponding No.6177 tertulis atas nama
NJEI) RAHMAN Cs. Letaknya di Kelurahan
Tegal Parang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan
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atas nama NJEIJ] RAHMAN Cs. Letaknya di
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

e Bahwa dengan demikian obyek eksekusi
dalam Penetapan Eksekusi No.188/
Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. tanggal 20-
Agustus-2001 vyang didasarkan pada
Putusan Peninjauan Kembali No. 618 PK/
Pdt/1993 dengan alas hak Eigendom
Verponding No.6177 tertulis atas nama
NJEl) RAHMAN Cs berbeda dengan bidang
tanah milik Penggugat vyang telah
dieksekusi berdasarkan Penetapan
Eksekusi No.202/Pdt.G/ 1985/PN.Jkt.Sel.
tanggal 10-Maret-1999, adalah tanah milik
adat Girik C 388 Persil 11 Blok D.Il yang
keabsahannya sudah diuji berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.202/Pdt.G/1985/PN.Jkt..Sel. jo.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No.160/PDT/1988/PT.DKI. jo. Putusan
Mahkamah Agung Rl No.3619 K/PDT/1988
jo. Putusan Peninjauan Kembali No.79 PK/
PDT/1993 yang telah berkekuatan hukum
tetap dan eksekutorial;

e Bahwa ternyata diketahui bidang tanah
dengan data eigendom verponding 6177
yang dimohonkan eksekusi dalam
Penetapan Eksekusi No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jkt.Sel. tanggal 20-Agustus-2001 yang
menunjuk kepada lokasi bidang tanah milik
Penggugat yang telah tuntas dieksekusi

sebelumnya berdasarkan Penetapan
Eksekusi No.202/Pdt.G/ 1985/PN.Jkt.Sel.
tanggal 10-Maret-1999, berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.202/Pdt.G/1985/ PN.Jkt..Sel. jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKl Jakarta No.160/
PDT/1988/ PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah
Agung Rl No0.3619 K/PDT/1988 jo. Putusan
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Peninjauan Kembali No.79 PK/PDT/1993
yang telah berkekuatan hukum tetap dan
eksekutorial, diakui seolah-olah milik /
haknya Tergugat | dan/atau Tergugat II
yang telah dialihkan berdasarkan akta yang
dibuat oleh Tergugat lli;

e Bahwa dengan demikian perbuatan para
Tergugat adalah merupakan perbuatan
melawan Hukum yang sangat merugikan
Penggugat, karenanya Penggugat

menuntut Pengembaliannya disertai
tuntutan ganti rugi baik materil maupun
immateril;
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DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak
dan menyangkal gugatan Penggugat
dengan antara lain mengajukan eksepsi
berkenaan dengan hal- hal sebagai berikut:

Eksepsi ahli waris Tergugat I:

e Gugatan Penggugat vyang ditujukan
terhadap Tn. Laurens P Moniaga/Laurens
Pangau Moniaga/Laurens Moniaga, yang
telah meninggal dunia tanggal 12-Juli-2006,
tanpa menyertakan para ahliwarisnya
secara lengkap, maka gugatan Penggugat
kurang pihak (Plurium litis consortium)

Eksepsi Tergugat Il :

1. Gugatan Penggugat nebis in idem
dengan perkara No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jkt.Sel. yang telah berkekuatan hukum
tetap ;

2. Bahwa terhadap Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan eksekutorial
dalam perkara No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jkt.Sel. Penggugat telah mengajukan
Permohonan Peninjauan Kembali yang
hingga kini belum diputus dimana pada
pokoknya isi dan maksud Permohonan
Peninjauan Kembali aquo sama dengan isi
dan maksud gugatan dalam perkara aquo
(No.21/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.), dengan
demikian selain nebis in idem, gugatan
Penggugat dalam perkara aquo adalah
gugatan yang prematur (terlalu dini);

3. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat |
(Laurens P Moniaga alias Laurens Pangau
Moniaga alias Laurens Moniaga), salah
alamat (Error in Persona), karena yang
bersangkutan telah meninggal dunia ;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/
Obscuur libel, karena telah mencampur
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adukkan antara Gugatan tentang
Perbuatan Melawan Hukum dengan
tuntutan Pencemaran Nama Baik yang
diatur oleh ketentuan hukum yang berbeda
satu sama lain ;

Eksepsi Tergugat Il :

e Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Ili
tidak memiliki dasar hukum dan salah
alamat, karena sebagai Notaris, Tergugat Il
bukanlah pihak
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dalam Akta Pengikatan dan Pengoperan
Hak Nomor 70 tanggal 26-
Pebruari-2003, melainkan hanya selaku
Pejabat Umum yang diberi kewenangan
oleh undang-undang untuk
membuatkan Akta atas kehendak para
Penghadap ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi
yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut
bukanlah eksepsi berkenaan dengan
kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memeriksa dan mengadili
perkara aquo, baik secara relatif maupun
absolut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan
pasal 136 HIR. terhadap eksepsi-eksepsi
yang bukan berkenaan dengan kompetensi,
Pengadilan tidak harus menjatuhkan
Putusan Sela, melainkan akan diputus
bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa mencermati
eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para
Tergugat tersebut di atas, Majelis
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok
eksepsi berkenaan dengan Gugatan
Penggugat kurang pihak karena tidak
seluruh ahliwaris almarhum Laurens P
Moniaga/Laurens Pangau Moniaga/Laurens
Moniaga (Plurium Litis Consortium
Exceptie) yang diajukan oleh Tergugat 1
ternyata pada pokoknya sama dengan
Eksepsi Tergugat Il tentang Gugatan salah
pihak (Error in Persona Exceptie) yakni
karena Laurens P Moniaga/Laurens Pangau
Moniaga/Laurens Moniaga (Tergugat 1)
telah meninggal dunia pada tanggal 12-
Juli-2006, sehingga seharusnya gugatan
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Penggugat ditujukan kepada seluruh
ahliwaris almarhum Laurens P Moniaga/
Laurens Pangau Moniaga/Laurens
Moniaga ;

Menimbang, bahwa meninggal dunia-
nya seseorang tidak menggugurkan hak
dan kewajiban hukum yang bersangkutan,
yang harus dipikul sebagai tanggung jawab
para ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena
ternyata para ahli waris almarhum Laurens
P Moniaga/Laurens Pangau Moniaga/
Laurens Moniaga tidak menjadi pihak,
maka gugatan Penggugat kepada orang
yang sudah meninggal dunia in casu
Tergugat | Laurens P Moniaga/Laurens
Pangau Moniaga/Laurens
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Moniaga adalah merupakan gugatan yang
cacat formal;

Menimbang, bahwa namun demikian,
oleh karena ternyata ahli waris dari
Tergugat | telah hadir di persidangan dan
mengajukan jawaban, artinya telah
mempertahankan hak-haknya sebagai
Tergugat I, yang telah meninggal dunia
hak-hak keperdataannya telah diteruskan
oleh para ahli warisnya tersebut, sehingga
eksepsi Tergugat | dan Tergugat I
berkenaan dengan gugatan kurang pihak
(plurium litis consortium) tidak dapat
dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian
maka eksepsi para Tergugat berkenaan
dengan gugatan yang salah alamat (error
in persona) pun sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa pokok eksepsi
tentang error in persona sebagaimana
dipertimbangkan di atas, berbeda dengan
error in persona exceptie yang
dikemukakan oleh Tergugat IIl selaku
Pejabat Umum Negara (Notaris), karena
sebagai Notaris ditariknya Tergugat IlI
sebagai pihak justru sebagai upaya agar
gugatan Penggugat tidak menjadi gugatan
yang kurang pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian
eksepsi Para Tergugat I, Il dan
Il berkenaan dengan gugatan error in
persona, sepatutnya ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok
eksepi Tergugat Il berkenaan dengan
gugatan Penggugat nebis in idem dengan
perkara No.188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. yang
telah berkekuatan hukum tetap, karena
ternyata pokok permasalahan dalam
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gugatan aquo adalah sama dengan apa
yang telah dikemukakan oleh Penggugat di
dalam Perkara No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jkt.Sel. (bukti T.lI-2) jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.311/
Pdt/1991/PT.DKI. (bukti T.1I-3) jo. Putusan
Kasasi 3076 K/Pdt/1991 (bukti T.lI-4) jo.
Putusan Peninjauan Kembali No.618 PK/
Pdt./1993 (bukti T.1I-5) dimana di dalamnya
telah turut dipertimbangkan di dalam
Putusan- putusan yang dijadikan dasar
gugatan Penggugat sebagai Putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap bahkan
menurut Penggugat sudah tuntas
dilaksanakan eksekusinya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan
eksepsi tersebut
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sebagaimana diakui oleh Penggugat,
bahwa para pihak di dalam perkara aquo
memang sama dengan perkara no. 188/
Pdt.G/1990/PN.Jkt-Sel., demikian pula
obyek perkara dan pokok
Eersengketaannya adalah sama vyakni
erkenaan bidang tanah terperkara di di JI.
Jend. Gatot Subroto kav.96 dan 97, Kel.
Mampang Prapatan, Kec. Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan, dimana piha

Penggugat mendasarkan kepemilikan dan haknya berdasarkan Girik C 388

Persil 11 Blok D.lIl yang keabsahannya

sudah diuji berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.202/
Pdt.G/1985/PN.Jkt..Sel. jo Putusan

Pengadilan Tinggi DKl Jakarta No.160/
PDT/1988/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah
Agung Rl No.3619 K/PDT/1988 jo. Putusan
Peninjauan Kembali No.79 PK/PDT/1993,
sedangkan dasar  Kepemilikan  Tergugat | dalam
Penetapan Eksekusi No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jkt.Sel. tanggal 20-Agustus-2001 yang
didasarkan pada Putusan Peninjauan
Kembali No. 618 PK/Pdt/1993 dengan alas hak
Eigendom Verponding No.6177 ;

Menimbang, bahwa mencermati
Putusan-putusan No.188/Pdt.G/1990/PN.
Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta No.311/Pdt/ 1991/PT.DKI. jo.
Putusan Kasasi 3076 K/Pdt/1991 jo.
Putusan Peninjauan Kembali No.618 PK/Pdt
/1993 (bukti T.II-2, T.IK3, T.IK3 dan T.IU5)
serta Putusan-putusan perkara
Perlawanan No.433/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel.
(bukti T.II-8) jo. No0.198/Pdt/2004/PT.DKI
(bukti T.11-9) jo. No0.1193 K/Pdt/2005 (bukti
T.11-10) Perlawanan Penggugat atas
Putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan eksekutorial dalam perkara
No.188/Pdt.G/1990/ PN.Jkt.Sel. berikut
putusan-putusan ditingkat atas-nya, telah
menyatakan Perlawanan Pelawan i.c.
Penggugat ditolak, dan isinya sama seperti
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apa yang dikemukakan dalam gugatan
perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian,
menurut hemat Majelis gugatan Penggugat
dalam perkara aquo adalah nebis in idem
terhadap Putusan perkara No. 188/
Pdt.G/1990/ PN.Jkt.Sel. berikut putusan-
putusan ditingkat atas- nya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan
kenyataan demikian, maka eksepsi
Tergugat Il berkenaan dengan gugatan
Penggugat nevis in idem, cukup beralasan
Hukum, karenanya dapat diterima dan
patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan
pokok eksepsi yang
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menyatakan gugatan Penggugat terlalu
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dini, karena terhadap Putusan Perkara
No.188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.311/Pdt/
1991/PT.DKI. jo. Putusan Kasasi 3076 K/
Pdt/1991 jo. Putusan Peninjauan Kembali
No.618 PK/Pdt./1993. yang telah
berkekuatan hukum tetap dan eksekutorial
dan akan dilaksanakan eksekusinya, Drs.
R.). Kaptin Adisumarta telah mengajukan
Perlawanan (Partij Verzet) dalam Perkara
No.433/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. yang
selanjutnya telah diputus di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tanggal 20-
Maret-2003 (bukti T.1I-8) , ditingkat banding
dengan Putusan No.198/Pdt/2004/PT.DKI
tanggal 6-September-2004 (bukti T.II- 9)
dan ditingkat Kasasi dengan Putusan
No.1193 K/Pdt/2005 tanggal 14-
Nopember-2007, Perlawanan Drs. R.].
Kaptin Adisumarta atas Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan eksekutorial
dalam perkara No.188/Pdt.G/1990/
PN.Jkt.Sel. dinyatakan ditolak namun
Pelawan i.c. Penggugat selaku ahli waris
almarhum Drs. R.J. Kaptin Adisumarta
mengajukan permohonan Peninjauan
Kembali yang hingga kini belum diputus
oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa walaupun jika
dicermati isi dan materi perkara- perkara
aquo pada dasarnya sama, namun oleh
karena hak-hak keperdataan para pihak
termasuk juga Penggugat selaku Pelawan
haruslah dihormati, maka dengan belum
diputusnya perkara Peninjauan Kembali
yang telah diajukannya berkenaan dengan
sengketa terhadap/atas bidang tanah
terperkara, maka gugatan aquo benar
prematur (terlalu dini) diajukan oleh
Penggugat, karenanya sepatutnya gugatan
yang demikian merupakan gugatan yang
cacat formal, karenanya patut dan adil
untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
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Menimbang, bahwa berkenaan dengan
pokok eksepsi yang menyatakan gugatan
Penggugat obscuur libel, oleh karena
eksepsi yang demikian sesungguhnya
merupakan eksepsi yang sangat sumeer,
dan kebenaran dari apa yang didalilkan
oleh Penggugat kemudian disangkal
dengan eksepsi oleh Tergugat 11, harus
dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pembuktian
dimaksud baru akan dilaksanakan setelah
dilakukannya pemeriksaan Pokok perkara,
dengan demikian eksepsi tersebut
seyogyanya sudah merupakan bagian yang
essensial dari pokok persengketaan yang
merupakan bahagian dari pokok perkara,
oleh karenanya
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eksepsi tersebut sepatutnya diperiksa dan
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diputus bersama-sama dengan pokok
perkara ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan
yang dipertimbangkan di atas, walaupun
ada bahagian dari pokok eksepsi para
Tergugat dinyatakan ditolak atau harus
dipertimbangkan dan diputus bersama-
sama dengan pokok perkara, namun
ternyata eksepsi berkenaan dengan :

e Gugatan Penggugat Nebis in idem
terhadap Putusan perkara No.188/
Pdt.G/1990/ PN.Jkt.Sel. yang telah
berkekuatan hukum tetap ;

::I' _)Gugatan Penggugat prematur (terlalu
ini);

ternyata benar adanya dan beralasan
hukum, sehingga gugatan Penggugat jelas
merupakan gugatan yang cacat formal atau
gugatan yang cacat hukum, maka eksepsi-
eksepsi tersebut patut dan adil untuk
diterima dan dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena
eksepsi para Tergugat tersebut diterima
dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat
dinyatakan sebagai gugatan yang cacat
formal, sehingga dalam Pokok Perkara,
Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena
gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
maka biaya perkara yang telah
dianggarkan dibebankan kepada
Penggugat dan jumlahnya akan disebut
pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-
pasal dalam HIR dan KUH Perdata serta
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peraturan Hukum dan perundang-
undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI
DALAM EKSEPSI :

e Menerima dan mengabulkan eksepsi
Tergugat Il berkenaan dengan gugatan
Penggugat nebis in idem terhadap putusan
perkara No.188/Pdt.G/1990/ PN.]Jkt.Sel.
yang telah berkekuatan hukum tetap dan
Gugatan Penggugat prematur (terlalu dini);
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DALAM POKOK PERKARA:

e Menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard);

e Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.
4.021.000,- (empat juta dua puluh satu ribu
rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan
dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
hari : SELASA tanggal 27 Juli 2010, oleh
Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum., selaku
Hakim Ketua Majelis, dengan PRASETYO
IBNU ASMARA, SH.MH. dan SUBYANTORO,
SH. masing- masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan di
muka persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari : rasu, tanggal 28 Juli 2010, oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi
Hakim-Hakim Anggota, di bantu oleh
RUSMAN EFFENDI, SH. Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat,
kuasa Tergugat - Il, kuasa Tergugat - llI,
tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat - | ;

HAKIM — HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

. PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.
Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum.

+.SUBYANTORDO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RUSMAN EFFENDI, SH.
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